
 

 

      

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PENYELENGGARAAN PENEGAKAN PERDA dan PERKADA 

PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM dan KETENTERAMAN MASYARAKAT 

 



 

 

    

  

                          

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

 

 SOP PENEGAK PERDA  





 



 



 



 



 



 

 

                                

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               SOP PENEGAKAN PERKADA 

 



 



 



 

 



 



 

 



 

 



 

 

      

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOP PATROLI 



 

 



 



 

 



 

 

                                

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      SOP PENGAMANAN 



 



 

 



 

 



 

 

                                

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         SOP PENGAWALAN 



 



 



 



 

 

                                

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       SOP PENERTIBAN 



 

 



 

 



 

 



 

 

                                

                 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

        PENANGANAN UNJUKRASA  

DAN KERUSUHAN MASA 

 



 

 



 



 



 

 

                                

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             SOP DETEKSI DAN CEGAH DINI 

 



 

 



 



 

 

                                

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              SOP PEMBINAAN DAN PENYULUHAN 

 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nomor SOP  

Tgl Pembuatan  

Tgl Revisi  

Tgl Efektif  

 
PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA 

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 
Jl. Wolter Mongonsidi komplek Perkantoran Bupati Timbau, Tenggarong 

Telp. 6281148002424 
Web: https://satpolpp.kukarkab.go.id/ 

KUTAI KARTANEGARA 

 

 

 

Disahkan oleh 

 
BUPATI 

KUTAI  KARTANEGARA 

 

 

BIDANG PENEGAKAN PRODUK HUKUM DAERAH Nama SOP Penegakan Perda (Yustisi) 

 

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA 

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang; 

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong 
Praja; 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman 
Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja; 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2011 
tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan 
Pemerintah Kabupaten/Kota; 

1. Memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai 
dasar hukum pelaksanaan dan lingkup tugas Satuan 
Polisi Pamong Praja; 

2. Menguasai, memahami dan memiliki kecakapan 
teknis Satuan Polisi Pamong Praja; 

3. Memiliki kemampuan menyampaikan maksud dan 
tujuan dengan Bahasa Indonesia yang baik dan benar 
serta dapat juga dengan bahasa daerah setempat; 

4. Memahami adat istiadat dan kebiasaan yang berlaku 

di daerah atau wilayah kerjanya. 

 

 

 

https://satpolpp.kukarkab.go.id/


 

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional 
Prosedur Administrasi Pemerintahan; 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang 
Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta 
Perlindungan Masyarakat; 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standar 
Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi 
Pamong Praja; 

10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 4 Tahun 2024 tentang 
Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan 
Masyarakat; 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 5 Tahun 2013 tentang 
Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat; 

12. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 71 Tahun 2016 tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan 
Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Kartanegara. 

 

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN 

1. SOP Penegakan Perda Non Yustisi; 
2. SOP Patroli; 
3. SOP Penertiban; 
4. SOP Pembinaan dan Penyuluhan; 
5. SOP Deteksi Dini dan Cegah Dini. 

1. Alat Tulis; 
2. Komputer; 
3. Alat Komunikasi; 
4. Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati; 
5. Surat Perintah, Laporan Kejadian, Kegiatan Patroli, 

Surat Pernyataan, Surat Teguran, Berita Acara 
Penyerahan, Blanko Tipiring. 

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN 

Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka berpotensi terjadi ketidakpastian hukum 
dalam penegakan Perda/Perkada. 

Laporan kegiatan. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

No 

 

Kegiatan 

Pelaksana Mutu Baku 
 

Ket Kasat 
Pol PP 

Kabid 
PPHD 

Kasie 
Penyelidi- 
kan dan 

Penyidikan 

Petugas 
Penega- 
kan Perda 

Peng- 
administrasi 

Umum 

 

Kelengkapan 

 

Waktu 

 

Output 

 PERENCANAAN          

1. Merencanakan kegiatan dan/atau 
menerima laporan baik dari 
masyarakat, hasil patroli anggota, 
ataupun dinas/instansi terkait 

     Laporan 
pelanggaran 

1 hari Berkas laporan  

2. Menyiapkan jadwal dan personil 
yang bertugas 

     ATK, komputer 60 menit Jadwal dan personil 
yang bertugas 

 

3. Menetapkan bentuk dan metode 
operasi 

     ATK, komputer 60 menit Bentuk dan metode 
operasi 

 

4. Melakukan survei lapangan     Kendaraan 1-3 hari Gambaran situasi di 
lapangan 

 

5. Menyiapkan administrasi 
pelaksanaan kegiatan 

    ATK, komputer 60 menit Berkas dan 
dokumen 
pelaksanaan 
kegiatan termasuk 
surat perintah tugas 

 

6. Melaksanakan koordinasi dengan 
PD dan/atau instansi terkait serta 
aparat keamanan 

     ATK, alat 
komunikasi, 
komputer 

120 
menit 

Informasi dan 
kesepakatan 

Jika 
diperlukan 

 PELAKSANAAN          

7. Melaksanakan rapat koordinasi 
internal 

     ATK, komputer 120 
menit 

Informasi dan 
kesepakatan 
pelaksanaan tugas 

 

 

 

 



 

 

No 

 

Kegiatan 

Pelaksana Mutu Baku 
 

Ket Kasat 
Pol PP 

Kabid 
PPHD 

Kasie 
Penyelidi- 
kan dan 

Penyidikan 

Petugas 
Penega- 
kan Perda 

Peng- 
administrasi 

Umum 

 

Kelengkapan 

 

Waktu 

 

Output 

8. Melakukan pemeriksaan semua 
perlengkapan sesuai ketentuan dan 
petunjuk yang diberikan pimpinan 

   

 

 Perlengkapan 
operasional 

120 
menit 

Perlengkapan 
operasional telah 
diperiksa 

 

   

  

9. Mengadakan apel persiapan 
pelaksanaan (APP) sebelum 
pelaksanaan kegiatan 

      Perlengkapan apel 
persiapan 
pelaksanaan (APP) 

60 menit Apel persiapan 
pelaksanaan (APP) 

 
 

10. Melaksanakan penyelidikan 
pelanggaran perda (tibumtranmas) 

     Surat perintah 
tugas, 
Perda/Perkada, 
kendaraan,  alat 
komunikasi, dan 
perlengkapan 
operasional 

Me 
nyesuai 

kan 

Laporan hasil 
penyelidikan 

 

11. Melaksanakan penyidikan dan 
berkoordinasi dengan instansi 
terkait sesuai dengan bidang dan 
jenis pelanggaran perda 

     Surat perintah 
tugas, 
Perda/Perkada, 
kendaraan,  alat 
komunikasi, dan 
perlengkapan 
operasional 

Me 
nyesuai 

kan 

Laporan hasil 
penyidikan 

 

 

 

 



 

 

No 

 

Kegiatan 

Pelaksana Mutu Baku 
 

Ket Kasat 
Pol PP 

Kabid 
PPHD 

Kasie 
Penyelidi- 
kan dan 

Penyidikan 

Petugas 
Penega- 
kan Perda 

Peng- 
administrasi 

Umum 

 

Kelengkapan 

 

Waktu 

 

Output 

12. Melaksanakan pemanggilan 
terhadap tersangka dan saksi 
sesuai dengan kewenangan yang 
ditetapkan dalam undang-undang 
yang menjadi dasar hukumnya 
masing-masing (perda) 

     Surat perintah 
tugas, 
Perda/Perkada, 
kendaraan,  alat 
komunikasi, dan 
perlengkapan 
operasional 

Me 
nyesuai 

kan 

Laporan hasil 
pemanggilan 
tersangka dan saksi 

 

13. Melakukan pemberkasan terhadap 
pelanggar perda 

     Surat perintah 
tugas, 
Perda/Perkada, 
kendaraan,  alat 
komunikasi, dan 
perlengkapan 
operasional 

Me 
nyesuai 

kan 

Berkas 
pelanggaran perda, 
barang bukti 

- 

14. Melakukan koordinasi dengan 
Biro/Bagian Hukum dan PPNS 
untuk menerapkan sanksi 
administratif sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang- 
undangan 

   Surat perintah 
tugas, 
Perda/Perkada, 
kendaraan,  alat 
komunikasi, dan 
perlengkapan 
operasional 

Me 
nyesuai 

kan 

Berita acara  

 PELAPORAN          

15. Melakukan evaluasi pelaksanaan 
kegiatan 

 
 

   ATK, komputer 60 menit Hasil evaluasi 
pelaksanaan 
kegiatan 

 
  

 

   
 

16. Membuat laporan hasil kegiatan 
yang ditandatangani Kasat Pol PP 

  
  

  ATK, komputer 120 
menit 

Laporan hasil 
kegiatan yang 
ditandatangani 
Kasat Pol PP 

 
 

 

 

 

 



 

 

No 

 

Kegiatan 

Pelaksana Mutu Baku 
 

Ket Kasat 
Pol PP 

Kabid 
PPHD 

Kasie 
Penyelidi- 
kan dan 

Penyidikan 

Petugas 
Penega- 
kan Perda 

Peng- 
administrasi 

Umum 

 

Kelengkapan 

 

Waktu 

 

Output 

17. Melakukan 
pengarsipan/pendokumentasian 
berkas 

  
 

 

  ATK, komputer 60 menit Arsip  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Nomor SOP  

Tgl Pembuatan  

Tgl Revisi  

Tgl Efektif  

 
PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA 

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 
Jl. Wolter Mongonsidi komplek Perkantoran Bupati Timbau, Tenggarong 

Telp. 6281148002424 
Web: https://satpolpp.kukarkab.go.id/ 

KUTAI KARTANEGARA 

 

 

 

Disahkan oleh 

 
BUPATI 

KUTAI  KARTANEGARA 

 

BIDANG PENEGAKAN PRODUK HUKUM DAERAH Nama SOP Penegakan Perda (Non Yustisi) 
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA 

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang; 

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi 

Pamong Praja; 
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional 
Prosedur Administrasi Pemerintahan; 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang 
Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta 
Perlindungan Masyarakat; 

1. Memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai 
dasar hukum pelaksanaan dan lingkup tugas 
Satuan Polisi Pamong Praja; 

2. Menguasai, memahami dan memiliki kecakapan 
teknis Satuan Polisi Pamong Praja; 

3. Memiliki kemampuan menyampaikan maksud dan 
tujuan dengan Bahasa Indonesia yang baik dan 
benar serta dapat juga dengan bahasa daerah 
setempat; 

4. Memahami adat istiadat dan kebiasaan yang 
berlaku di daerah atau wilayah kerjanya. 
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7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standar 
Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi 
Pamong Praja; 

8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 4 Tahun 2024 tentang 
Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan 
Masyarakat; 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 5 Tahun 2013 
tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat; 

10. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 71 Tahun 2016 tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan 
Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Kartanegara. 

 

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN 

1. SOP Penegakan Perda (Yustisi); 
2. SOP Penegakan Perkada; 
3. SOP Pembinaan dan Penyuluhan; 
4. SOP Patroli; 
5. SOP Deteksi Dini dan Cegah Dini; 
6. SOP Penertiban. 

1. Komputer; 
2. Alat komunikasi; 
3. ATK; 
4. Perda dan Perkada; 
5. Surat perintah tugas; 
6. Perlengkapan operasional; 
7. Kendaraan. 

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN 

Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka berpotensi terjadi ketidakpastian hukum 
dalam penegakan Perda/Perkada. 

1. Berkas pelanggaran; 
2. Berkas perkara; 
3. Surat tugas; 
4. Laporan kejadian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

No 

 

Kegiatan 

Pelaksana Mutu Baku 
 

Ket Kasat 
Pol PP 

Kabid 
PPHD 

Kasie 
Pembinaan, 

Pengawasan, 
dan 

Penyuluhan 

Petugas 
Penegakan 

Perda 

Peng- 
administrasi 

Umum 
Kelengkapan Waktu Output 

 PERENCANAAN          

1. Merencanakan kegiatan dan/atau 
menerima laporan baik dari 
masyarakat, hasil patroli anggota, 
ataupun dinas/instansi terkait 

     Laporan 
pelanggaran 

1 hari Berkas laporan  

2. Menyiapkan jadwal dan personil 
yang bertugas 

     ATK, komputer 60 menit Jadwal dan personil 
yang bertugas 

 

3. Menetapkan bentuk dan metode 
operasi nonyustisial 

     ATK, komputer 60 menit Bentuk dan metode 
operasi nonyustisial 

 

4. Melakukan survei lapangan      Kendaraan 1-3 hari Gambaran situasi di 
lapangan 

 

5. Menyiapkan administrasi 
pelaksanaan kegiatan 

     ATK, komputer 60 menit Berkas dan 
dokumen 
pelaksanaan 
kegiatan  termasuk 
surat perintah tugas 

 

6. Melaksanakan koordinasi dengan 
PD dan/atau instansi terkait serta 
aparat keamanan 

     ATK, alat 
komunikasi, 
komputer 

120 
menit 

Informasi dan 
kesepakatan 

Jika 
diperlukan 

 PELAKSANAAN          

7. Melaksanakan rapat koordinasi 
internal 

     ATK, komputer 120 
menit 

Informasi dan 
kesepakatan 
pelaksanaan tugas 

 

 

 

 

 

 



 

 

No 

 

Kegiatan 

Pelaksana Mutu Baku 
 

Ket Kasat 
Pol PP 

Kabid 
PPHD 

Kasie 
Pembinaan, 

Pengawasan, 
dan 

Penyuluhan 

Petugas 
Penegakan 

Perda 

Peng- 
administrasi 

Umum 
Kelengkapan Waktu Output 

8. Melakukan pemeriksaan semua 
perlengkapan sesuai ketentuan dan 
petunjuk yang diberikan pimpinan 

   
 

 

 Perlengkapan 
operasional 

120 
menit 

Perlengkapan 
operasional telah 
diperiksa 

 

   

  

9. Mengadakan apel persiapan 
pelaksanaan (APP) sebelum 
pelaksanaan kegiatan 

      Perlengkapan apel 
persiapan 
pelaksanaan (APP) 

60 menit Apel persiapan 
pelaksanaan (APP) 

 

 

10. Melakukan pengarahan kepada 
masyarakat, kelompok dan badan 
hukum agar menaati dan mematuhi 
peraturan 

     Surat perintah 
tugas, 
Perda/Perkada, 
kendaraan,  alat 
komunikasi, dan 
perlengkapan 
operasional 

Me 
nyesuai 

kan 

Laporan hasil 
pengarahan 

 

11. Melakukan pembinaan dan/atau 
sosialisasi 

     Surat perintah 
tugas, 
Perda/Perkada, 
kendaraan,  alat 
komunikasi, dan 
perlengkapan 
operasional 

Me 
nyesuai 

kan 

Laporan hasil 
pembinaan 
dan/atau sosialisasi 

 

 

 



 

 

No 

 

Kegiatan 

Pelaksana Mutu Baku 
 

Ket Kasat 
Pol PP 

Kabid 
PPHD 

Kasie 
Pembinaan, 

Pengawasan, 
dan 

Penyuluhan 

Petugas 
Penegakan 

Perda 

Peng- 
administrasi 

Umum 
Kelengkapan Waktu Output 

12. Melakukan penindakan nonyustisial   

 

 

 

 

 

Tidak 

  

 

 

 

 

 

 

Menging 

 

 

 

 

 

 

 

kari SP 

Surat perintah 
tugas, 
Perda/Perkada, 
kendaraan,    alat 
komunikasi,  surat 
pernyataan   dan 
perlengkapan 
operasional 

Me 
nyesuai 

kan 

Laporan hasil 
operasi, surat 
pernyataan dan 
berita acara (jika 
diperlukan) 

Surat 
pernyataan 
terhitung 7 
hari sejak di 
ttd 

13. Membuat dan mengirim surat 
peringatan pertama, kedua dan 
ketiga apabila masyarakat, 
kelompok, dan badan hukum tidak 
melaksanakan dan/atau 
mengingkari Surat Pernyataan 

  

 

Tidak 

   

 

 

 

 

ari SP 

Surat perintah 
tugas, 
Perda/Perkada, 
kendaraan,    alat 
komunikasi,  surat 
peringatan   dan 
perlengkapan 
operasional 

Me 
nyesuai 

kan 

Surat peringatan 
diterima 
masyarakat, 
kelompok, dan 
badan hukum 

- Surat peringatan 
1 tenggang 3 
hari 

- Surat peringatan 
2 tenggang 2 
hari 

- Surat peringatan 
3 tenggang 1 
hari 

  
Mengingk 

14. Melakukan koordinasi dengan 
Biro/Bagian Hukum dan PPNS 
untuk menerapkan sanksi 
administratif sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang- 
undangan apabila masyarakat, 
kelompok, dan badan hukum tidak 
melaksanakan dan/atau 
mengingkari Surat Peringatan 

     Surat perintah 
tugas, 
Perda/Perkada, 
kendaraan,  alat 
komunikasi, dan 
perlengkapan 
operasional 

Me 
nyesuai 

kan 

Berita acara  

 

 



 

 

No 

 

Kegiatan 

Pelaksana Mutu Baku 
 

Ket Kasat 
Pol PP 

Kabid 
PPHD 

Kasie 
Pembinaan, 

Pengawasan, 
dan 

Penyuluhan 

Petugas 
Penegakan 

Perda 

Peng- 
administrasi 

Umum 
Kelengkapan Waktu Output 

 PELAPORAN          

15. Melakukan evaluasi pelaksanaan 
kegiatan 

     ATK, komputer 60 menit Hasil evaluasi 
pelaksanaan 
kegiatan 

 

16. Membuat laporan hasil kegiatan 
yang ditandatangani Kasat Pol PP 

     ATK, komputer 120 
menit 

Laporan hasil 
kegiatan yang 
ditandatangani 
Kasat Pol PP 

 

17. Melakukan 
pengarsipan/pendokumentasian 
berkas 

   

 

 

  ATK, komputer 60 menit Arsip  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Nomor SOP  

Tgl Pembuatan  

Tgl Revisi  

Tgl Efektif  

 
PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA 

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 
Jl. Wolter Mongonsidi komplek Perkantoran Bupati Timbau, Tenggarong 

Telp. 6281148002424 
Web: https://satpolpp.kukarkab.go.id/ 

KUTAI KARTANEGARA 

 

 

 

Disahkan oleh 

 

BUPATI 
KUTAI  KARTANEGARA 

 

 

 

 

BIDANG PENEGAKAN PRODUK HUKUM DAERAH Nama SOP 
Penegakan Peraturan Kepala Daerah 
(Perkada) 

 

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA 

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang; 

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong 
Praja; 

1. Memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai 
dasar hukum pelaksanaan dan lingkup tugas Satuan 
Polisi Pamong Praja; 

2. Menguasai, memahami dan memiliki kecakapan 
teknis Satuan Polisi Pamong Praja; 

3. Memiliki kemampuan menyampaikan maksud dan 
tujuan dengan Bahasa Indonesia yang baik dan benar 
serta dapat juga dengan bahasa daerah setempat; 

4. Memahami adat istiadat dan kebiasaan yang berlaku 
di daerah atau wilayah kerjanya. 

 

 

 

https://satpolpp.kukarkab.go.id/


 

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional 
Prosedur Administrasi Pemerintahan; 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang 
Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta 
Perlindungan Masyarakat; 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standar 
Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi 
Pamong Praja; 

8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 4 Tahun 2024 tentang 
Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan 
Masyarakat; 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 5 Tahun 2013 tentang 
Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat; 

10. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 71 Tahun 2016 tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan 
Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Kartanegara. 

 

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN 

1. SOP Patroli; 
2. SOP Pembinaan dan Penyuluhan; 
3. SOP Penertiban; 
4. SOP Deteksi Dini dan Cegah Dini; 
5. SOP Penegakan Perda (Yustisi dan Non Yustisi). 

1. Alat Tulis; 
2. Komputer; 
3. Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati; 
4. Surat Perintah Tugas, Laporan Kejadian, Kegiatan 

Patroli, Surat Pernyataan, dan Surat Teguran; 
5. HP, HT, dan Jaringan Internet. 

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN 

Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka berpotensi terjadi ketidakpastian hukum 
dalam penegakan Perda/Perkada 

 

 

 



 

 

No 

 

Kegiatan 

Pelaksana Mutu Baku 
 

Ket Kasat 
Pol PP 

Kabid 
PPHD 

Kasie 
Pembinaan, 

Pengawasan, 
dan Penyuluhan 

Petugas 
Penegakan 

Perkada 

Peng- 
administrasi 

Umum 
Kelengkapan Waktu Output 

 PERENCANAAN          

1. Merencanakan kegiatan dan/atau 
menerima laporan baik dari 
masyarakat, hasil patroli anggota, 
ataupun dinas/instansi terkait 

     Laporan 
pelanggaran 

1 hari Berkas laporan  

2. Menyiapkan jadwal dan personil 
yang bertugas 

     ATK, komputer 60 menit Jadwal dan personil 
yang bertugas 

 

3. Menetapkan bentuk dan metode 
penegakan perkada 

     ATK, komputer 60 menit Bentuk dan metode 
penegakan perkada 

 

4. Melakukan survei lapangan     Kendaraan 1-3 hari Gambaran situasi di 
lapangan 

 

5. Menyiapkan administrasi 
pelaksanaan kegiatan 

    ATK, komputer 60 menit Berkas dan 
dokumen 
pelaksanaan 
kegiatan termasuk 
surat perintah tugas 

 

6. Melaksanakan koordinasi dengan 
PD dan/atau instansi terkait serta 
aparat keamanan 

     ATK, alat 
komunikasi, 
komputer 

120 
menit 

Informasi dan 
kesepakatan 

Jika 
diperlukan 

 PELAKSANAAN          

7. Melaksanakan rapat koordinasi 
internal 

     ATK, komputer 120 
menit 

Informasi dan 
kesepakatan 
pelaksanaan tugas 

 



 

 

No 

 

Kegiatan 

Pelaksana Mutu Baku 
 

Ket Kasat 
Pol PP 

Kabid 
PPHD 

Kasie 
Pembinaan, 

Pengawasan, 
dan Penyuluhan 

Petugas 
Penegakan 

Perkada 

Peng- 
administrasi 

Umum 
Kelengkapan Waktu Output 

8. Melakukan pemeriksaan semua 
perlengkapan sesuai ketentuan dan 
petunjuk yang diberikan pimpinan 

   

 

 Perlengkapan 
operasional 

120 
menit 

Perlengkapan 
operasional telah 
diperiksa 

 

   

  

9. Mengadakan apel persiapan 
pelaksanaan (APP) sebelum 
pelaksanaan kegiatan 

      Perlengkapan apel 
persiapan 
pelaksanaan (APP) 

60 menit Apel persiapan 
pelaksanaan (APP) 

 

 

10. Melakukan pengarahan kepada 
masyarakat, kelompok dan badan 
hukum agar menaati dan mematuhi 
peraturan 

     Surat perintah 
tugas, 
Perda/Perkada, 
kendaraan,  alat 
komunikasi, dan 
perlengkapan 
operasional 

Me 
nyesuai 

kan 

Laporan hasil 
pengarahan 

 

11. Melakukan pembinaan dan/atau 
sosialisasi 

     Surat perintah 
tugas, 
Perda/Perkada, 
kendaraan,  alat 
komunikasi, dan 
perlengkapan 
operasional 

Me 
nyesuai 

kan 

Laporan hasil 
pembinaan 
dan/atau sosialisasi 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

No 

 

Kegiatan 

Pelaksana Mutu Baku 
 

Ket Kasat 
Pol PP 

Kabid 
PPHD 

Kasie 
Pembinaan, 

Pengawasan, 
dan Penyuluhan 

Petugas 
Penegakan 

Perkada 

Peng- 
administrasi 

Umum 
Kelengkapan Waktu Output 

12. Melakukan penindakan nonyustisial   

 

 

 

 

Tidak 

  

 

 

 

 

 

Menging 

 

 

 

 

 

 

kari SP 

Surat perintah 
tugas, 
Perda/Perkada, 
kendaraan,    alat 
komunikasi,  surat 
pernyataan   dan 
perlengkapan 
operasional 

Me 
nyesuai 

kan 

Laporan hasil 
operasi, surat 
pernyataan dan 
berita acara (jika 
diperlukan) 

Surat 
pernyataan 
terhitung 7 
hari sejak di 
ttd 

13. Membuat dan mengirim surat 
peringatan pertama, kedua dan 
ketiga apabila masyarakat, 
kelompok, dan badan hukum tidak 
melaksanakan dan/atau 
mengingkari Surat Pernyataan 

   

 

 

 

Tidak 

  

 

 

 

 

 

kari SP 

Surat perintah 
tugas, 
Perda/Perkada, 
kendaraan,    alat 
komunikasi,  surat 
peringatan   dan 
perlengkapan 
operasional 

Me 
nyesuai 

kan 

Surat peringatan 
diterima 
masyarakat, 
kelompok, dan 
badan hukum 

- Surat peringatan 
1 tenggang 3 
hari 

- Surat peringatan 
2 tenggang 2 
hari 

- Surat peringatan 

3 tenggang 1 
hari   

Menging 

14. Melakukan koordinasi dengan 
Biro/Bagian Hukum dan PPNS 
untuk menerapkan sanksi 
administratif sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang- 
undangan apabila masyarakat, 
kelompok, dan badan hukum tidak 
melaksanakan dan/atau 
mengingkari Surat Peringatan 

     Surat perintah 
tugas, 
Perda/Perkada, 
kendaraan,  alat 
komunikasi, dan 
perlengkapan 
operasional 

Me 
nyesuai 

kan 

Berita acara  

 

 



 

 

No 

 

Kegiatan 

Pelaksana Mutu Baku 
 

Ket Kasat 
Pol PP 

Kabid 
PPHD 

Kasie 
Pembinaan, 

Pengawasan, 
dan Penyuluhan 

Petugas 
Penegakan 

Perkada 

Peng- 
administrasi 

Umum 
Kelengkapan Waktu Output 

 PELAPORAN          

15. Melakukan evaluasi pelaksanaan 
kegiatan 

     ATK, komputer 60 menit Hasil evaluasi 
pelaksanaan 
kegiatan 

 

16. Membuat laporan hasil kegiatan 
yang ditandatangani Kasat Pol PP 

     ATK, komputer 120 
menit 

Laporan hasil 
kegiatan yang 
ditandatangani 
Kasat Pol PP 

 

17. Melakukan 
pengarsipan/pendokumentasian 
berkas 

     ATK, komputer 60 menit Arsip  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Nomor SOP  

Tgl Pembuatan  

Tgl Revisi  

Tgl Efektif  

 
PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA 

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 
Jl. Wolter Mongonsidi komplek Perkantoran Bupati Timbau, Tenggarong 

Telp. 6281148002424 
Web: https://satpolpp.kukarkab.go.id/ 

KUTAI KARTANEGARA 

 

 

 

Disahkan oleh 

 
BUPATI 

KUTAI  KARTANEGARA 
 

BIDANG PENEGAKAN PRODUK HUKUM DAERAH Nama SOP Deteksi Dini 

 

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA 

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah Menjadi Undang-Undang; 

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- 
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong 
Praja; 

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional 
Prosedur Administrasi Pemerintahan; 

1. Memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai 
dasar hukum pelaksanaan dan lingkup tugas Satuan 
Polisi Pamong Praja; 

2. Menguasai, memahami dan memiliki kecakapan 
teknis Satuan Polisi Pamong Praja; 

3. Memiliki kemampuan menyampaikan maksud dan 
tujuan dengan Bahasa Indonesia yang baik dan benar 
serta dapat juga dengan bahasa daerah setempat; 

4. Memahami adat istiadat dan kebiasaan yang berlaku 
di daerah atau wilayah kerjanya. 

 

 

 
 

https://satpolpp.kukarkab.go.id/


6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang 
Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta 
Perlindungan Masyarakat; 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standar 
Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong 
Praja; 

8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 4 Tahun 2024 tentang 
Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan 
Masyarakat; 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 5 Tahun 2013 tentang 
Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat; 

10. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, 
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong 
Praja Kabupaten Kutai Kartanegara. 

 

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN 

1. SOP Penegakan Perda (Non yustisi); 
2. SOP Penegakan Perda (Yustisi); 
3. SOP Penegakan Perkada; 
4. SOP Pembinaan dan Penyuluhan; 
5. SOP Patroli; 
6. SOP Penertiban. 

1. Komputer dan jaringan internet; 
2. Alat Tulis Kantor; 
3. Perlengkapan Operasional; 
4. Kendaraan; 
5. Perda dan Perkada; 
6. Alat Komunikasi; 
7. Surat Perintah Tugas, Laporan Kejadian, Surat 

Pernyataan, Surat Teguran. 
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN 

Apabila SOP ini tidak dibuat maka akan mengganggu kinerja Anggota Satpol PP 
dalam melaksanakan Tupoksi menjaga Kententraman dan Ketertiban Umum serta 
Perlindungan Masyarakat. 

Laporan kegiatan 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

No 

 

Kegiatan 

Pelaksana Mutu Baku 
 

Ket Kasat 
Pol PP 

Kabid 
PPHD 

Kasie 
Pembinaan, 

Pengawasan, 
dan Penyuluhan 

Petugas 
Deteksi 

Dini 

Peng- 
administrasi 

Umum 
Kelengkapan Waktu Output 

 PERENCANAAN          

1. Menetapkan sasaran, waktu, dan 
objek yang akan dilakukan deteksi 
dini 

     ATK, komputer 60 menit Sasaran, waktu dan 
objek deteksi dini 

 

2. Menyiapkan jadwal dan personil 
yang bertugas 

     ATK, komputer 60 menit Jadwal dan personil 
yang bertugas 

 

3. Menetapkan tempat, bentuk, dan 
metode deteksi dini 

     ATK, komputer 60 menit Tempat, bentuk dan 
metode deteksi dini 

 

4. Melakukan survei lapangan     Kendaraan 1-3 hari Gambaran situasi di 
lapangan 

 

5. Menyiapkan administrasi 
pelaksanaan kegiatan 

     ATK, komputer 60 menit Berkas dan 
dokumen 
pelaksanaan 
kegiatan  termasuk 
surat perintah tugas 

 

6. Melaksanakan koordinasi dengan 
PD dan/atau instansi terkait serta 
aparat keamanan 

     ATK, alat 
komunikasi, 
komputer 

120 
menit 

Informasi dan 
kesepakatan 

Jika 
diperlukan 

 PELAKSANAAN          

7. Melaksanakan rapat koordinasi 
internal 

     ATK, komputer 120 
menit 

Informasi dan 
kesepakatan 
pelaksanaan tugas 

 

 

 

 



 
 

 

No 

 

Kegiatan 

Pelaksana Mutu Baku 
 

Ket Kasat 
Pol PP 

Kabid 
PPHD 

Kasie 
Pembinaan, 

Pengawasan, 
dan Penyuluhan 

Petugas 
Deteksi 

Dini 

Peng- 
administrasi 

Umum 
Kelengkapan Waktu Output 

8. Melakukan pemeriksaan semua 
perlengkapan sesuai ketentuan dan 
petunjuk yang diberikan pimpinan 

   

 

 Perlengkapan 
operasional 

120 
menit 

Perlengkapan 
operasional telah 
diperiksa 

 

   

  

9. Mengadakan  apel persiapan 
pelaksanaan (APP)  sebelum 
pelaksanaan kegiatan 

     Perlengkapan apel 
persiapan 
pelaksanaan (APP) 

60 menit Apel persiapan 
pelaksanaan (APP) 

 

10. Melakukan pengawasan, 
pengamatan, pencarian dan 
pengumpulan bahan keterangan 

     Surat perintah 
tugas, 
Perda/Perkada, 
kendaraan,  alat 
komunikasi, dan 
perlengkapan 
operasional 

Me 
nyesuai 

kan 

Laporan hasil 
pengawasan, 
pengamatan, 
pencarian  dan 
bahan keterangan 

 

11. Melaksanakan tindakan 
pencegahan terhadap potensi 
gangguan ketertiban umum dan 
ketenteraman masyarakat 

   Surat perintah 
tugas, 
Perda/Perkada, 
kendaraan,  alat 
komunikasi, dan 
perlengkapan 
operasional 

Me 
nyesuai 

kan 

Laporan hasil 
tindakan 
pencegahan   dan 
berita acara  (jika 
diperlukan) 

 

 PELAPORAN          

12. Melakukan evaluasi pelaksanaan 
kegiatan 

    ATK, komputer 60 menit Hasil evaluasi 
pelaksanaan 
kegiatan 

 



 

 

No 

 

Kegiatan 

Pelaksana Mutu Baku 
 

Ket Kasat 
Pol PP 

Kabid 
PPHD 

Kasie 
Pembinaan, 

Pengawasan, 
dan Penyuluhan 

Petugas 
Deteksi 

Dini 

Peng- 
administrasi 

Umum 
Kelengkapan Waktu Output 

13. Membuat laporan hasil kegiatan 
yang ditandatangani Kasat Pol PP 

     ATK, komputer 120 
menit 

Laporan hasil 
kegiatan yang 
ditandatangani 
Kasat Pol PP 

 

14. Melakukan 
pengarsipan/pendokumentasian 
berkas 

     ATK, komputer 60 menit Arsip  
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Nomor SOP  

Tgl Pembuatan  

Tgl Revisi  

Tgl Efektif  

 
PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA 

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 
Jl. Wolter Mongonsidi komplek Perkantoran Bupati Timbau, Tenggarong 

Telp. 6281148002424 
Web: https://satpolpp.kukarkab.go.id/ 

KUTAI KARTANEGARA 

 

 

 

Disahkan oleh 

 
BUPATI 

KUTAI  KARTANEGARA 
 

BIDANG PENEGAKAN PRODUK HUKUM DAERAH Nama SOP Cegah Dini 

 

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA 

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah Menjadi Undang-Undang; 

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- 
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong 
Praja; 

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional 
Prosedur Administrasi Pemerintahan; 

6. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  26  Tahun  2020  tentang 
Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta 
Perlindungan Masyarakat; 

1. Memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai 
dasar hukum pelaksanaan dan lingkup tugas Satuan 
Polisi Pamong Praja; 

2. Menguasai, memahami dan memiliki kecakapan 
teknis Satuan Polisi Pamong Praja; 

3. Memiliki kemampuan menyampaikan maksud dan 
tujuan dengan Bahasa Indonesia yang baik dan benar 
serta dapat juga dengan bahasa daerah setempat; 

4. Memahami adat istiadat dan kebiasaan yang berlaku 
di daerah atau wilayah kerjanya. 

 

 

 

https://satpolpp.kukarkab.go.id/


 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standar 
Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong 
Praja; 

8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 4 Tahun 2024 tentang 
Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan 
Masyarakat; 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 5 Tahun 2013 tentang 
Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat; 

10. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, 
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong 
Praja Kabupaten Kutai Kartanegara. 

 

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN 

1. SOP Penegakan Perda (Non yustisi); 
2. SOP Penegakan Perda (Yustisi); 
3. SOP Penegakan Perkada; 
4. SOP Pembinaan dan Penyuluhan; 
5. SOP Patroli; 
6. SOP Penertiban. 

1. Komputer dan jaringan internet; 
2. Alat Tulis Kantor; 
3. Perlengkapan Operasional; 
4. Kendaraan; 
5. Perda dan Perkada; 
6. Alat Komunikasi; 
7. Surat Perintah Tugas, Laporan Kejadian, Surat 

Pernyataan, Surat Teguran. 
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN 

Apabila SOP ini tidak dibuat maka akan mengganggu kinerja Anggota Satpol PP 
dalam melaksanakan Tupoksi menjaga Kententraman dan Ketertiban Umum serta 
Perlindungan Masyarakat. 

Laporan kegiatan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

No 

 

Kegiatan 

Pelaksana Mutu Baku 
 

Ket Kasat 
Pol PP 

Kabid 
PPHD 

Kasie 
Pembinaan, 

Pengawasan, 
dan Penyuluhan 

Petugas 
Cegah 

Dini 

Peng- 
administrasi 

Umum 
Kelengkapan Waktu Output 

 PERENCANAAN          

1. Menetapkan sasaran, waktu, dan 
objek yang akan dilakukan cegah 
dini 

     ATK, komputer 60 menit Sasaran, waktu dan 
objek cegah dini 

 

2. Menyiapkan jadwal dan personil 
yang bertugas 

     ATK, komputer 60 menit Jadwal dan personil 
yang bertugas 

 

3. Menetapkan tempat, bentuk, dan 
metode cegah dini 

     ATK, komputer 60 menit Tempat, bentuk dan 
metode cegah dini 

 

4. Melakukan survei lapangan     Kendaraan 1-3 hari Gambaran situasi di 
lapangan 

 

5. Menyiapkan administrasi 
pelaksanaan kegiatan 

    ATK, komputer 60 menit Berkas dan 
dokumen 
pelaksanaan 
kegiatan  termasuk 
surat perintah tugas 

 

6. Melaksanakan koordinasi dengan 
PD dan/atau instansi terkait serta 
aparat keamanan 

     ATK, alat 
komunikasi, 
komputer 

120 
menit 

Informasi dan 
kesepakatan 

Jika 
diperlukan 

 PELAKSANAAN          

7. Melaksanakan rapat koordinasi 
internal 

     ATK, komputer 120 
menit 

Informasi dan 
kesepakatan 
pelaksanaan tugas 

 

 

 

 



 

 

No 

 

Kegiatan 

Pelaksana Mutu Baku 
 

Ket Kasat 
Pol PP 

Kabid 
PPHD 

Kasie 
Pembinaan, 

Pengawasan, 
dan Penyuluhan 

Petugas 
Cegah 

Dini 

Peng- 
administrasi 

Umum 
Kelengkapan Waktu Output 

8. Melakukan pemeriksaan semua 
perlengkapan sesuai ketentuan dan 
petunjuk yang diberikan pimpinan 

   

 

 Perlengkapan 
operasional 

120 
menit 

Perlengkapan 
operasional telah 
diperiksa 

 

   

  

9. Mengadakan  apel persiapan 
pelaksanaan (APP)  sebelum 
pelaksanaan kegiatan 

     Perlengkapan apel 
persiapan 
pelaksanaan (APP) 

60 menit Apel persiapan 
pelaksanaan (APP) 

 

10. Melakukan pengawasan, 
pengamatan, pencarian dan 
pengumpulan bahan keterangan 

     Surat perintah 
tugas, 
Perda/Perkada, 
kendaraan,  alat 
komunikasi, dan 
perlengkapan 
operasional 

Me 
nyesuai 

kan 

Laporan hasil 
pengawasan, 
pengamatan, 
pencarian  dan 
bahan keterangan 

 

11. Melaksanakan tindakan 
pencegahan terhadap potensi 
gangguan ketertiban umum dan 
ketenteraman masyarakat 

   Surat perintah 
tugas, 
Perda/Perkada, 
kendaraan,  alat 
komunikasi, dan 
perlengkapan 
operasional 

Me 
nyesuai 

kan 

Laporan hasil 
tindakan 
pencegahan   dan 
berita acara  (jika 
diperlukan) 

 

 PELAPORAN          

12. Melakukan evaluasi pelaksanaan 
kegiatan 

    ATK, komputer 60 menit Hasil evaluasi 
pelaksanaan 
kegiatan 

 

 

 

 



 

 

No 

 

Kegiatan 

Pelaksana Mutu Baku 
 

Ket Kasat 
Pol PP 

Kabid 
PPHD 

Kasie 
Pembinaan, 

Pengawasan, 
dan Penyuluhan 

Petugas 
Cegah 

Dini 

Peng- 
administrasi 

Umum 
Kelengkapan Waktu Output 

13. Membuat laporan hasil kegiatan 
yang ditandatangani Kasat Pol PP 

     ATK, komputer 120 
menit 

Laporan hasil 
kegiatan yang 
ditandatangani 
Kasat Pol PP 

 

14. Melakukan 
pengarsipan/pendokumentasian 
berkas 

     ATK, komputer 60 menit Arsip  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Nomor SOP  

Tgl Pembuatan  

Tgl Revisi  

Tgl Efektif  

 
PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA 

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 
Jl. Wolter Mongonsidi komplek Perkantoran Bupati Timbau, Tenggarong 

Telp. 6281148002424 
Web: https://satpolpp.kukarkab.go.id/ 

KUTAI KARTANEGARA 

 

 

 

Disahkan oleh 

BUPATI 
KUTAI KARTANEGARA 

BIDANG PENEGAKAN PRODUK HUKUM DAERAH Nama SOP Pembinaan 

 

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA 

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah Menjadi Undang-Undang; 

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- 
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong 
Praja; 

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional 
Prosedur Administrasi Pemerintahan; 

6. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  26  Tahun  2020  tentang 
Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta 
Perlindungan Masyarakat; 

1. Memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai 
dasar hukum pelaksanaan dan lingkup tugas Satuan 
Polisi Pamong Praja; 

2. Menguasai, memahami dan memiliki kecakapan 
teknis Satuan Polisi Pamong Praja; 

3. Memiliki kemampuan menyampaikan maksud dan 
tujuan dengan Bahasa Indonesia yang baik dan benar 
serta dapat juga dengan bahasa daerah setempat; 

4. Memahami adat istiadat dan kebiasaan yang berlaku 
di daerah atau wilayah kerjanya. 
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7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standar 
Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong 
Praja; 

8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 4 Tahun 2024 tentang 
Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan 
Masyarakat; 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 5 Tahun 2013 tentang 
Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat; 

10. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, 
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong 
Praja Kabupaten Kutai Kartanegara. 

 

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN 

1. SOP Penegakan Perda (Non yustisi); 
2. SOP Penegakan Perda (Yustisi); 
3. SOP Penegakan Perkada; 
4. SOP Penertiban. 

1. Komputer dan jaringan internet; 
2. Alat Tulis Kantor; 
3. Perlengkapan Operasional; 
4. Kendaraan; 
5. Perda dan Perkada; 
6. Alat Komunikasi; 
7. Surat Perintah Tugas. 

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN 

Apabila SOP ini tidak dibuat maka akan mengganggu kinerja Anggota Satpol PP 
dalam melaksanakan Tupoksi menjaga Kententraman dan Ketertiban Umum serta 
Perlindungan Masyarakat. 

Laporan kegiatan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

No 

 

Kegiatan 

Pelaksana Mutu Baku 
 

Ket Kasat 
Pol PP 

Kabid 
PPHD 

Kasie 
Pembinaan, 

Pengawasan, 
dan Penyuluhan 

Petugas 
Pembina 

an 

Peng- 
administrasi 

Umum 
Kelengkapan Waktu Output 

 PERENCANAAN          

1. Menetapkan sasaran, waktu, dan 
objek yang akan diberikan 
pembinaan 

     ATK, komputer 60 menit Sasaran, waktu dan 
objek pembinaan 

 

2. Menyiapkan jadwal dan personil 
yang bertugas 

     ATK, komputer 60 menit Jadwal dan personil 
yang bertugas 

 

3. Menetapkan tempat, bentuk, dan 
metode pembinaan 

     ATK, komputer 60 menit Tempat, bentuk dan 
metode pembinaan 

 

4. Melakukan survei lapangan     Kendaraan 1-3 hari Gambaran situasi di 
lapangan 

 

5. Menyiapkan administrasi 
pelaksanaan kegiatan 

    ATK, komputer 60 menit Berkas dan 
dokumen 
pelaksanaan 
kegiatan  termasuk 
surat perintah tugas 

 

6. Melaksanakan koordinasi dengan 
PD dan/atau instansi terkait serta 
aparat keamanan 

     ATK, alat 
komunikasi, 
komputer 

120 
menit 

Informasi dan 
kesepakatan 

Jika 
diperlukan 

 PELAKSANAAN          

7. Melaksanakan rapat koordinasi 
internal 

     ATK, komputer 120 
menit 

Informasi dan 
kesepakatan 
pelaksanaan tugas 

 

 

 

 



 

 

 

No 

 

Kegiatan 

Pelaksana Mutu Baku 
 

Ket Kasat 
Pol PP 

Kabid 
PPHD 

Kasie 
Pembinaan, 

Pengawasan, 
dan Penyuluhan 

Petugas 
Pembina 

an 

Peng- 
administrasi 

Umum 
Kelengkapan Waktu Output 

8. Melakukan pemeriksaan semua 
perlengkapan sesuai ketentuan dan 
petunjuk yang diberikan pimpinan 
serta materi pembinaan 

   

 

 ATK, komputer, dan 
perlengkapan 
operasional 

120 
menit 

Materi pembinaan, 
dan perlengkapan 
operasional 

 

   

  

9. Mengadakan  apel persiapan 
pelaksanaan (APP)  sebelum 
pelaksanaan kegiatan 

     Perlengkapan apel 
persiapan 
pelaksanaan (APP) 

60 menit Apel persiapan 
pelaksanaan (APP) 

 

10. Mengunjungi atau      Surat perintah Me Kegiatan  
 mengundang/memanggil tugas, nyesuai pembinaan 
 masyarakat, kelompok maupun Perda/Perkada, kan  

 badan hukum secara formal untuk materi  pembinaan,   

 memberikan arahan dan himbauan kendaraan, alat   

  komunikasi, dan   

  perlengkapan   

  operasional   

11. Menyampaikan maksud dan tujuan      Surat perintah Me Notula hasil Pada saat 

pembinaan dengan membuat notula 
hasil pembahasan pembinaan 

tugas, 
Perda/Perkada, 
materi pembinaan, 
kendaraan, alat 
komunikasi, dan 
perlengkapan 
operasional 

nyesuai 
kan 

pembinaan menyampaika 
n panggilan 
resmi maupun 
surat teguran, 
setelah 
ditanda 
tangani oleh 
penerima, 

     surat 
     panggilan 
     maupun surat 
     teguran satu 
     diserahkan 
     kepada si 
     penerima dan 
     satu lagi 
     sebagai  arsip 
     untuk 

 

 

 

 
 



 

No 

 

Kegiatan 

Pelaksana Mutu Baku 
 

Ket Kasat 
Pol PP 

Kabid 
PPHD 

Kasie 
Pembinaan, 

Pengawasan, 
dan Penyuluhan 

Petugas 
Pembina 

an 

Peng- 
administrasi 

Umum 
Kelengkapan Waktu Output 

          memudahkan 

pengecekan. 

12. Selama proses pembinaan 
dilaksanakan, pelanggar Perda 
dan/atau Perkada serta produk 
hukum lainnya diwajibkan untuk 
menandatangani Surat Pernyataan 
untuk tidak mengulangi 
pelanggaran dikemudian hari. 
Apabila terjadi pelanggaran maka 
Satpol  PP  berhak  melakukan 
penertiban 

     Surat  perintah 
tugas, 
Perda/Perkada, 
surat pernyataan, 
materi pembinaan, 
kendaraan,  alat 
komunikasi, dan 
perlengkapan 
operasional 

Me 
nyesuai 

kan 

Surat pernyataan di 
ttd pelanggar 

 

13. Menerapkan sanksi kepada 
pelanggar sesuai dengan 
kewenangan dengan mengacu 
operasional prosedur penertiban 

   Surat  perintah 
tugas, 
Perda/Perkada, 
surat pernyataan, 
materi pembinaan, 
kendaraan,  alat 
komunikasi, dan 
perlengkapan 
operasional 

Me 
nyesuai 

kan 

Berita acara  

 PELAPORAN          

14. Melakukan evaluasi pelaksanaan 
kegiatan 

    ATK, komputer 60 menit Hasil evaluasi 
pelaksanaan 
kegiatan 

 

15. Membuat laporan hasil kegiatan 
yang ditandatangani Kasat Pol PP 

     ATK, komputer 120 
menit 

Laporan hasil 
kegiatan yang 
ditandatangani 
Kasat Pol PP 

 

 

 

 



 

 

No 

 

Kegiatan 

Pelaksana Mutu Baku 
 

Ket Kasat 
Pol PP 

Kabid 
PPHD 

Kasie 
Pembinaan, 

Pengawasan, 
dan Penyuluhan 

Petugas 
Pembina 

an 

Peng- 
administrasi 

Umum 
Kelengkapan Waktu Output 

16. Melakukan 
pengarsipan/pendokumentasian 
berkas 

     ATK, komputer 60 menit Arsip  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Nomor SOP  

Tgl Pembuatan  

Tgl Revisi  

Tgl Efektif  

 
PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA 

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 
Jl. Wolter Mongonsidi komplek Perkantoran Bupati Timbau, Tenggarong 

Telp. 6281148002424 
Web: https://satpolpp.kukarkab.go.id/ 

KUTAI KARTANEGARA 

 

 

 

Disahkan oleh 

BUPATI 
KUTAI  KARTANEGARA 

 

BIDANG PENEGAKAN PRODUK HUKUM DAERAH Nama SOP Penyuluhan 

 

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA 

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah Menjadi Undang-Undang; 

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- 
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong 
Praja; 

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional 
Prosedur Administrasi Pemerintahan; 

6. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  26  Tahun  2020  tentang 
Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta 
Perlindungan Masyarakat; 

1. Memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai 
dasar hukum pelaksanaan dan lingkup tugas Satuan 
Polisi Pamong Praja; 

2. Menguasai, memahami dan memiliki kecakapan 
teknis Satuan Polisi Pamong Praja; 

3. Memiliki kemampuan menyampaikan maksud dan 
tujuan dengan Bahasa Indonesia yang baik dan benar 
serta dapat juga dengan bahasa daerah setempat; 

4. Memahami adat istiadat dan kebiasaan yang berlaku 
di daerah atau wilayah kerjanya. 
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7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standar 
Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong 
Praja; 

8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 4 Tahun 2024 tentang 
Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan 
Masyarakat; 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 5 Tahun 2013 tentang 
Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat; 

10. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, 
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong 
Praja Kabupaten Kutai Kartanegara. 

 

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN 

1. SOP Penegakan Perda (Non yustisi); 
2. SOP Penegakan Perda (Yustisi); 
3. SOP Penegakan Perkada; 
4. SOP Penertiban. 

1. Komputer dan jaringan internet; 
2. Alat Tulis Kantor; 
3. Perlengkapan Operasional; 
4. Kendaraan; 
5. Perda dan Perkada; 
6. Alat Komunikasi; 
7. Surat Perintah Tugas. 

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN 

Apabila SOP ini tidak dibuat maka akan mengganggu kinerja Anggota Satpol PP 
dalam melaksanakan Tupoksi menjaga Kententraman dan Ketertiban Umum serta 
Perlindungan Masyarakat. 

Laporan kegiatan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

No 

 

Kegiatan 

Pelaksana Mutu Baku 
 

Ket Kasat 
Pol PP 

Kabid 
PPHD 

Kasie 
Pembinaan, 

Pengawasan, 
dan Penyuluhan 

Petugas 
Penyuluh 

an 

Peng- 
administrasi 

Umum 
Kelengkapan Waktu Output 

 PERENCANAAN          

1. Menetapkan sasaran, waktu, dan 
objek yang akan diberikan 
penyuluhan 

     ATK, komputer 60 menit Sasaran, waktu dan 
objek penyuluhan 

 

2. Menyiapkan jadwal dan personil 
yang bertugas 

     ATK, komputer 60 menit Jadwal dan personil 
yang bertugas 

 

3. Menetapkan tempat, bentuk, dan 
metode penyuluhan 

     ATK, komputer 60 menit Tempat, bentuk dan 
metode penyuluhan 

 

4. Melakukan survei lapangan     Kendaraan 1-3 hari Gambaran situasi di 
lapangan 

 

5. Menyiapkan administrasi 
pelaksanaan kegiatan 

    ATK, komputer 60 menit Berkas dan 
dokumen 
pelaksanaan 
kegiatan  termasuk 
surat perintah tugas 

 

6. Melaksanakan koordinasi dengan 
PD dan/atau instansi terkait serta 
aparat keamanan 

     ATK, alat 
komunikasi, 
komputer 

120 
menit 

Informasi dan 
kesepakatan 

Jika 
diperlukan 

 PELAKSANAAN          

7. Melaksanakan rapat koordinasi 
internal 

     ATK, komputer 120 
menit 

Informasi dan 
kesepakatan 
pelaksanaan tugas 

 

 

 

 

 



 

 

No 

 

Kegiatan 

Pelaksana Mutu Baku 
 

Ket Kasat 
Pol PP 

Kabid 
PPHD 

Kasie 
Pembinaan, 

Pengawasan, 
dan Penyuluhan 

Petugas 
Penyuluh 

an 

Peng- 
administrasi 

Umum 
Kelengkapan Waktu Output 

8. Melakukan pemeriksaan semua 
perlengkapan sesuai ketentuan dan 
petunjuk yang diberikan pimpinan 
serta materi penyuluhan 

   

 

 ATK, komputer, dan 
perlengkapan 
operasional 

120 
menit 

Materi penyuluhan, 
dan perlengkapan 
operasional 

 

   

  

9. Mengadakan  apel persiapan 
pelaksanaan (APP)  sebelum 
pelaksanaan kegiatan 

     Perlengkapan apel 
persiapan 
pelaksanaan (APP) 

60 menit Apel persiapan 
pelaksanaan (APP) 

 

10. Mendatangi tempat-tempat yang 
telah direncanakan dan/atau 
dijadwalkan melalui forum dengan 
maksud tujuan menyampaikan 
materi penyuluhan bidang 
ketertiban ketenteraman 
masyarakat 

     Surat perintah 
tugas, 
Perda/Perkada, 
materi penyuluhan, 
kendaraan,  alat 
komunikasi, dan 
perlengkapan 
operasional 

Me 
nyesuai 

kan 

Kegiatan 
penyuluhan 

 

11. Melakukan penyuluhan dengan 
sopan, jelas, bahasa yang mudah 
dimengerti dan dengan prinsip 
saling asah, asih dan asuh diantara 
anggota Satpol PP dengan dengan 
masyarakat, kelompok, dan badan 
hukum 

   Surat perintah 
tugas, 
Perda/Perkada, 
materi penyuluhan, 
kendaraan,  alat 
komunikasi, dan 
perlengkapan 
operasional 

Me 
nyesuai 

kan 

Notula hasil 
penyuluhan 

 

 PELAPORAN          

12. Melakukan evaluasi pelaksanaan 
kegiatan 

    ATK, komputer 60 menit Hasil evaluasi 
pelaksanaan 
kegiatan 

 

 

 

 

 
 



 

No 

 

Kegiatan 

Pelaksana Mutu Baku 
 

Ket Kasat 
Pol PP 

Kabid 
PPHD 

Kasie 
Pembinaan, 

Pengawasan, 
dan Penyuluhan 

Petugas 
Penyuluh 

an 

Peng- 
administrasi 

Umum 
Kelengkapan Waktu Output 

13. Membuat laporan hasil kegiatan 
yang ditandatangani Kasat Pol PP 

     ATK, komputer 120 
menit 

Laporan hasil 
kegiatan yang 
ditandatangani 
Kasat Pol PP 

 

14. Melakukan 
pengarsipan/pendokumentasian 
berkas 

     ATK, komputer 60 menit Arsip  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Nomor SOP  

Tgl Pembuatan  

Tgl Revisi  

Tgl Efektif  

 
PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA 

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 
Jl. Wolter Mongonsidi komplek Perkantoran Bupati Timbau, Tenggarong 

Telp. 6281148002424 
Web: https://satpolpp.kukarkab.go.id/ 

KUTAI KARTANEGARA 

 

 

 

Disahkan oleh 

BUPATI 
KUTAI  KARTANEGARA 

 

BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN 
MASYARAKAT Nama SOP Patroli 

 

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA 

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah Menjadi Undang-Undang; 

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- 
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong 
Praja; 

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional 
Prosedur Administrasi Pemerintahan; 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang 
Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta 
Perlindungan Masyarakat; 

1. Memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai 
dasar hukum pelaksanaan dan lingkup tugas Satuan 
Polisi Pamong Praja; 

2. Menguasai, memahami dan memiliki kecakapan 
teknis Satuan Polisi Pamong Praja; 

3. Memiliki kemampuan menyampaikan maksud dan 
tujuan dengan Bahasa Indonesia yang baik dan benar 
serta dapat juga dengan bahasa daerah setempat; 

4. Memahami adat istiadat dan kebiasaan yang berlaku 
di daerah atau wilayah kerjanya. 
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7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standar 
Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong 
Praja; 

8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 4 Tahun 2024 tentang 
Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan 
Masyarakat; 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 5 Tahun 2013 tentang 
Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat; 

10. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, 
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong 
Praja Kabupaten Kutai Kartanegara. 

 

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN 

1. SOP Penegakan Perda (Non yustisi); 
2. SOP Penegakan Perda (Yustisi); 
3. SOP Penegakan Perkada; 
4. SOP Deteksi Dini; 
5. SOP Cegah Dini; 
6. SOP Pembinaan; 
7. SOP Penyuluhan; 
8. SOP Pegamanan; 
9. SOP Pengawalan; 
10. SOP Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa 
11. SOP Penertiban. 

1. Komputer dan jaringan internet; 
2. Alat Tulis Kantor; 
3. Perlengkapan Operasional; 
4. Kendaraan; 
5. Perda dan Perkada; 
6. Alat Komunikasi; 
7. Surat Perintah Tugas. 

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN 

Apabila SOP ini tidak dibuat maka akan mengganggu kinerja Anggota Satpol PP 
dalam melaksanakan Tupoksi menjaga Kententraman dan Ketertiban Umum serta 
Perlindungan Masyarakat. 

Laporan kegiatan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

No 

 

Kegiatan 

Pelaksana Mutu Baku 
 

Ket Kasat 
Pol PP 

Kabid 
Trantib 

Kasie 
OPS 

Petugas 
Patroli 

Peng- 
administrasi 

Umum 
Kelengkapan Waktu Output 

 PERENCANAAN          

1. Menetapkan sasaran, waktu, dan 
objek yang akan dilakukan patroli 

     ATK, komputer 60 menit Sasaran, waktu dan 
objek patroli 

 

2. Menyiapkan jadwal dan personil 
yang bertugas 

     ATK, komputer 60 menit Jadwal dan personil 
yang bertugas 

 

3. Menetapkan tempat, bentuk, dan 
metode patroli 

     ATK, komputer 60 menit Tempat, bentuk dan 
metode patroli 

 

4. Menyiapkan administrasi 
pelaksanaan kegiatan 

    ATK, komputer 60 menit Berkas dan 
dokumen 
pelaksanaan 
kegiatan  termasuk 
surat perintah tugas 

 

5. Melakukan pemeriksaan semua 
perlengkapan sesuai ketentuan dan 
petunjuk yang diberikan pimpinan 

     Perlengkapan 
operasional 

120 
menit 

Perlengkapan 
operasional telah 
diperiksa 

 

6. Melaksanakan koordinasi dengan 
PD dan/atau instansi terkait serta 
aparat keamanan 

     ATK, alat 
komunikasi, 
komputer 

120 
menit 

Informasi dan 
kesepakatan 

Jika 
diperlukan 

 PELAKSANAAN          

7. Melaksanakan rapat koordinasi 
internal 

     ATK, komputer 120 
menit 

Informasi dan 
kesepakatan 
pelaksanaan tugas 

 

 

 

 



 

 

No 

 

Kegiatan 

Pelaksana Mutu Baku 
 

Ket Kasat 
Pol PP 

Kabid 
Trantib 

Kasie 
OPS 

Petugas 
Patroli 

Peng- 
administrasi 

Umum 
Kelengkapan Waktu Output 

8. Mengadakan apel persiapan 
pelaksanaan (APP) sebelum 
pelaksanaan kegiatan 

 

 

    Perlengkapan apel 
persiapan 
pelaksanaan (APP) 

60 menit Apel persiapan 
pelaksanaan (APP) 

 

9. Melakukan patroli dengan seksama 
dan teliti, dengan senantiasa 
memperhatikan apa yang harus 
didengar dan dilihat, agar dapat 
diambil kesimpulan dan dilaporkan 
kepada pimpinan 

     Surat perintah 
tugas, 
Perda/Perkada, 
kendaraan,  alat 
komunikasi, dan 
perlengkapan 
operasional 

Me 
nyesuai 

kan 

Laporan hasil 
patroli 

Patroli dilakukan 
dengan 

1. Patroli 
kendaraan 
bermotor 

2. Mentaati 
peraturan lalu 
lintas 

3. Menjalankan 
kendaraan 
dengan 

kecepatan 
semestinya 

4. Tidak 
membunyikan 
klakson/sirine 
jika tidak 

sangat perlu 
sekali 

5. Tidak 

menggunakan 
sorotan- 
sorotan lampu 

yang 
berlebihan di 
malam hari 

 

 



 

 

No 

 

Kegiatan 

Pelaksana Mutu Baku 
 

Ket Kasat 
Pol PP 

Kabid 
Trantib 

Kasie 
OPS 

Petugas 
Patroli 

Peng- 
administrasi 

Umum 
Kelengkapan Waktu Output 

10. Jika ditemui penyimpangan suatu 
kejadian terhadap atau Peraturan 
Daerah, segera ambil langkah- 
langkah pertama berupa atau 
tindakan penyuluhan, teguran dan 
peringatan, kemudian dicatat dan 
dilaporkan pimpinan 

     Surat perintah 
tugas, 
Perda/Perkada, 
kendaraan,  alat 
komunikasi, dan 
perlengkapan 
operasional 

Me 
nyesuai 

kan 

Laporan hasil 
patroli 

 

11. Memperhatikan segala sesuatu 
berhubungan masyarakat segala 
dengan gelandangan/pengemis 
sesuatu yang penyakit seperti 
jalanan yang meminta-minta uang 
kepada pengendara kendaraan 
bermotor, komersial di jalan pekerja 
seks pada malam hari, tempat- 
tempat/orang-orang yang menjual 
minuman keras secara terbuka dan 
lainnya 

     Surat perintah 
tugas, 
Perda/Perkada, 
kendaraan,  alat 
komunikasi, dan 
perlengkapan 
operasional 

Me 
nyesuai 

kan 

Laporan hasil 
patroli 

 

12. Melakukan dokumentasi dan dapat 
dipertanggungjawabkan secara 
kedinasan 

     Surat perintah 
tugas, 
Perda/Perkada, 
kendaraan,  alat 
komunikasi, dan 
perlengkapan 
operasional 

Me 
nyesuai 

kan 

Laporan dan 
dokumentasi hasil 
patroli 

 

 



 

 

No 

 

Kegiatan 

Pelaksana Mutu Baku 
 

Ket Kasat 
Pol PP 

Kabid 
Trantib 

Kasie 
OPS 

Petugas 
Patroli 

Peng- 
administrasi 

Umum 
Kelengkapan Waktu Output 

 PELAPORAN          

13. Melakukan evaluasi pelaksanaan 
kegiatan 

 
 

 

   ATK, komputer 60 menit Hasil evaluasi 
pelaksanaan 
kegiatan 

 

14. Membuat laporan hasil kegiatan 
yang ditandatangani Kasat Pol PP 

     ATK, komputer 120 
menit 

Laporan hasil 
kegiatan yang 
ditandatangani 
Kasat Pol PP 

 

15. Melakukan 
pengarsipan/pendokumentasian 
berkas 

   

 

 

  ATK, komputer 60 menit Arsip  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Nomor SOP  

Tgl Pembuatan  

Tgl Revisi  

Tgl Efektif  

 
PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA 

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 
Jl. Wolter Mongonsidi komplek Perkantoran Bupati Timbau, Tenggarong 

Telp. 6281148002424 
Web: https://satpolpp.kukarkab.go.id/ 

KUTAI KARTANEGARA 

 

 

 

Disahkan oleh 

BUPATI 
KUTAI  KARTANEGARA 

 

BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN 
MASYARAKAT Nama SOP Pengamanan 

 

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA 

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah Menjadi Undang-Undang; 

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- 
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong 
Praja; 

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional 
Prosedur Administrasi Pemerintahan; 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang 
Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta 
Perlindungan Masyarakat; 

1. Memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai 
dasar hukum pelaksanaan dan lingkup tugas Satuan 
Polisi Pamong Praja; 

2. Menguasai, memahami dan memiliki kecakapan 
teknis Satuan Polisi Pamong Praja; 

3. Memiliki kemampuan menyampaikan maksud dan 
tujuan dengan Bahasa Indonesia yang baik dan benar 
serta dapat juga dengan bahasa daerah setempat; 

4. Memahami adat istiadat dan kebiasaan yang berlaku 
di daerah atau wilayah kerjanya. 

 

 

https://satpolpp.kukarkab.go.id/


 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standar 
Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong 
Praja; 

8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 4 Tahun 2024 tentang 
Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan 
Masyarakat; 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 5 Tahun 2013 tentang 
Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat; 

10. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, 
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong 
Praja Kabupaten Kutai Kartanegara. 

 

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN 

1. SOP Patroli 
2. SOP Deteksi Dini; 
3. SOP Cegah Dini; 
4. SOP Pembinaan; 
5. SOP Penyuluhan; 
6. SOP Pengawalan; 
7. SOP Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa 
8. SOP Penertiban. 

1. Komputer dan jaringan internet; 
2. Alat Tulis Kantor; 
3. Perlengkapan Operasional; 
4. Kendaraan; 
5. Perda dan Perkada; 
6. Alat Komunikasi; 
7. Surat Perintah Tugas. 

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN 

Apabila SOP ini tidak dibuat maka akan mengganggu kinerja Anggota Satpol PP 
dalam melaksanakan Tupoksi menjaga Kententraman dan Ketertiban Umum serta 
Perlindungan Masyarakat. 

Laporan kegiatan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

No 

 

Kegiatan 

Pelaksana Mutu Baku 
 

Ket Kasat 
Pol PP 

Kabid 
Trantib 

Kasie 
OPS 

Petugas 
Pengaman 

an 

Peng- 
administrasi 

Umum 
Kelengkapan Waktu Output 

 PERENCANAAN          

1. Menetapkan sasaran, waktu, dan 
objek serta jumlahnya yang akan 
dilakukan pengamanan 

     ATK, komputer 60 menit Sasaran, waktu dan 
objek pengamanan 

 

2. Menetapkan tempat, bentuk, dan 
metode pengamanan 

     ATK, komputer 60 menit Tempat, bentuk dan 
metode 
pengamanan 

 

3. Menyiapkan administrasi 
pelaksanaan kegiatan 

    ATK, komputer 60 menit Berkas dan 
dokumen 
pelaksanaan 
kegiatan  termasuk 
surat perintah tugas 

 

4. Melakukan pemeriksaan semua 
perlengkapan sesuai ketentuan dan 
petunjuk yang diberikan pimpinan 

     Perlengkapan 
operasional 

120 
menit 

Perlengkapan 
operasional telah 
diperiksa 

 

5. Melaksanakan koordinasi dengan 
PD dan/atau instansi terkait serta 
aparat keamanan 

     ATK, alat 
komunikasi, 
komputer 

120 
menit 

Informasi dan 
kesepakatan 

Jika 
diperlukan 

 PELAKSANAAN          

6. Menyiapkan jadwal dan petugas      ATK, komputer 60 menit Jadwal kegiatan, 
surat perintah tugas 

 

7. Membuat berita acara pelimpahan 
tugas 

     ATK, komputer 30 menit Dokumen berita 
acara 

 

8. Melaksanakan rapat koordinasi 
internal 

       ATK, komputer 120 
menit 

Informasi dan 
kesepakatan 
pelaksanaan tugas 

 

 

 

 

 



 

 

No 

 

Kegiatan 

Pelaksana Mutu Baku 
 

Ket Kasat 
Pol PP 

Kabid 
Trantib 

Kasie 
OPS 

Petugas 
Pengaman 

an 

Peng- 
administrasi 

Umum 
Kelengkapan Waktu Output 

9. Mengadakan apel persiapan 
pelaksanaan (APP) sebelum 
pelaksanaan kegiatan 

 

 

    Perlengkapan 
apel persiapan 
pelaksanaan 
(APP) 

60 menit Apel persiapan 
pelaksanaan (APP) 

 

10. Mencatat dan mengenali identitas 
setiap tamu yang berkunjung 

     ATK, surat 
perintah tugas, 
Perda/Perkada, 
dan  alat 
komunikasi 

Me 
nyesuai 

kan 

Catatan identitas 
tamu 

 

11. Melakukan pengaturan lalu lintas di 
sekitar pintu gerbang pada saat 
pejabat/tamu keluar masuk 
lingkungan Rumah Dinas 

     Surat perintah 
tugas, 
Perda/Perkada, 
kendaraan,  alat 
komunikasi, dan 
perlengkapan 
operasional 

Me 
nyesuai 

kan 

Laporan hasil 
pengaturan lalu 
lintas 

 

12. Mencatat identitas, logat 
bicara/dialek, suara-suara lain yang 
terdengar, serta pesan yang 
disampaikan oleh penelepon 

     ATK, surat 
perintah tugas, 
Perda/Perkada 
dan  alat 
komunikasi 

Me 
nyesuai 

kan 

Catatan identitas 
tamu 

 

13. Mencatat kejadian penting/menonjol 
selama melakukan tugas jaga 

     ATK, surat 
perintah tugas, 
Perda/Perkada, 
alat komunikasi, 
dan perlengkapan 
operasional 

Me 
nyesuai 

kan 

Catatan kejadian 
penting/menonjol 
(Notula) 

 

 

 

 



 

 

No 

 

Kegiatan 

Pelaksana Mutu Baku 
 

Ket Kasat 
Pol PP 

Kabid 
Trantib 

Kasie 
OPS 

Petugas 
Pengaman 

an 

Peng- 
administrasi 

Umum 
Kelengkapan Waktu Output 

14. Melakukan pengawasan dan 
pengecekan terhadap petugas 
pelayanan seperti petugas telepon, 
PAM, listrik dan lain-lain 

     Surat perintah 
tugas, 
Perda/Perkada, 
kendaraan,  alat 
komunikasi, dan 
perlengkapan 
operasional 

Me 
nyesuai 

kan 

Laporan 
pengawasan dan 
pengecekan 

 

15. Melakukan pengawasan dan 
pengecekan secara intensif di setiap 
tempat yang tersembunyi dan 
kurang mendapat perhatian 

     Surat perintah 
tugas, 
Perda/Perkada, 
kendaraan,  alat 
komunikasi, dan 
perlengkapan 
operasional 

Me 
nyesuai 

kan 

Laporan 
pengawasan dan 
pengecekan 

 

16. Menjaga dan menertibkan para 
pedagang penjaja barang atau 
sejenisnya serta para pencari 
sumbangan (perorangan, yayasan 
dll) 

   Surat perintah 
tugas, 
Perda/Perkada, 
kendaraan,  alat 
komunikasi, dan 
perlengkapan 
operasional 

Me 
nyesuai 

kan 

Laporan hasil 
penertiban 

 

 PELAPORAN          

17. Melakukan evaluasi pelaksanaan 
kegiatan 

     ATK, komputer 60 menit Hasil evaluasi 
pelaksanaan 
kegiatan 

 

 

 



 

 

No 

 

Kegiatan 

Pelaksana Mutu Baku 
 

Ket Kasat 
Pol PP 

Kabid 
Trantib 

Kasie 
OPS 

Petugas 
Pengaman 

an 

Peng- 
administrasi 

Umum 
Kelengkapan Waktu Output 

18. Membuat laporan hasil kegiatan 
yang ditandatangani Kasat Pol PP 

     ATK, komputer 120 
menit 

Laporan hasil 
kegiatan yang 
ditandatangani 
Kasat Pol PP 

 

19. Melakukan 
pengarsipan/pendokumentasian 
berkas 

     ATK, komputer 60 menit Arsip  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Nomor SOP  

Tgl Pembuatan  

Tgl Revisi  

Tgl Efektif  

 
PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA 

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 
Jl. Wolter Mongonsidi komplek Perkantoran Bupati Timbau, Tenggarong 

Telp. 6281148002424 
Web: https://satpolpp.kukarkab.go.id/ 

KUTAI KARTANEGARA 

 

 

 

Disahkan oleh 

BUPATI 
KUTAI KARTANEGARA 

 

 

BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN 
MASYARAKAT Nama SOP Pengawalan Berjalan Kaki 

 

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA 

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah Menjadi Undang-Undang; 

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- 
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong 
Praja; 

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional 
Prosedur Administrasi Pemerintahan; 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang 
Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta 
Perlindungan Masyarakat; 

1. Memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai 
dasar hukum pelaksanaan dan lingkup tugas Satuan 
Polisi Pamong Praja; 

2. Menguasai, memahami dan memiliki kecakapan 
teknis Satuan Polisi Pamong Praja; 

3. Memiliki kemampuan menyampaikan maksud dan 
tujuan dengan Bahasa Indonesia yang baik dan benar 
serta dapat juga dengan bahasa daerah setempat; 

4. Memahami adat istiadat dan kebiasaan yang berlaku 
di daerah atau wilayah kerjanya. 

 

 
 

https://satpolpp.kukarkab.go.id/


7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standar 
Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong 
Praja; 

8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 4 Tahun 2024 tentang 
Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan 
Masyarakat; 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 5 Tahun 2013 tentang 
Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat; 

10. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, 
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong 
Praja Kabupaten Kutai Kartanegara. 

 

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN 

1. SOP Patroli 
2. SOP Deteksi Dini; 
3. SOP Cegah Dini; 
4. SOP Pengamanan; 
5. SOP Pengawalan; 
6. SOP Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa 
7. SOP Penertiban. 

1. Komputer dan jaringan internet; 
2. Alat Tulis Kantor; 
3. Perlengkapan Operasional; 
4. Kendaraan; 
5. Perda dan Perkada; 
6. Alat Komunikasi; 
7. Surat Perintah Tugas. 

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN 

Apabila SOP ini tidak dibuat maka akan mengganggu kinerja Anggota Satpol PP 
dalam melaksanakan Tupoksi menjaga Kententraman dan Ketertiban Umum serta 
Perlindungan Masyarakat. 

Laporan kegiatan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

No 

 

Kegiatan 

Pelaksana Mutu Baku 
 

Ket Kasat 
Pol PP 

Kabid 
Trantib 

Kasie 
OPS 

Petugas 
Pengawalan 

Peng- 
administrasi 

Umum 
Kelengkapan Waktu Output 

 PERENCANAAN          

1. Menetapkan sasaran, waktu, dan 
objek serta jumlah yang akan 
dilakukan pengawalan 

     ATK, komputer 60 menit Sasaran, waktu dan 
objek pengamanan 

 

2. Menyiapkan jadwal dan petugas      ATK, komputer 30 menit Jadwal dan personil 
yang bertugas 

 

3. Menetapkan tempat, bentuk, dan 
metode pengawalan 

     ATK, komputer 60 menit Tempat, bentuk dan 
metode 
pengawalan 

 

4. Menyiapkan administrasi 
pelaksanaan kegiatan 

    ATK, komputer 60 menit Berkas dan 
dokumen 
pelaksanaan 
kegiatan  termasuk 
surat perintah tugas 

 

5. Melakukan pemeriksaan semua 
perlengkapan sesuai ketentuan dan 
petunjuk yang diberikan pimpinan 

     Perlengkapan 
operasional 

120 
menit 

Perlengkapan 
operasional telah 
diperiksa 

 

6. Melaksanakan koordinasi dengan 
PD dan/atau instansi terkait serta 
aparat keamanan 

     ATK, alat 
komunikasi, 
komputer 

120 
menit 

Informasi dan 
kesepakatan 

Jika 
diperlukan 

7. Melakukan survei lapangan     Kendaraan 1-3 hari Gambaran situasi di 
lapangan 

 

 PELAKSANAAN          

8. Melaksanakan rapat koordinasi 
internal 

       ATK, komputer 120 
menit 

Informasi dan 
kesepakatan 
pelaksanaan tugas 

 

 

 

 

 



 

 

No 

 

Kegiatan 

Pelaksana Mutu Baku 
 

Ket Kasat 
Pol PP 

Kabid 
Trantib 

Kasie 
OPS 

Petugas 
Pengawalan 

Peng- 
administrasi 

Umum 
Kelengkapan Waktu Output 

9. Mengadakan apel persiapan 
pelaksanaan (APP) sebelum 
pelaksanaan kegiatan 

 

 

    Perlengkapan 
apel persiapan 
pelaksanaan 
(APP) 

60 menit Apel persiapan 
pelaksanaan (APP) 

 

10. Berdiri dengan keadaan siap di 
belakang dan/atau sekitar 
pejabat/VIP 

     Surat perintah 
tugas, 
Perda/Perkada, 
kendaraan,  alat 
komunikasi, dan 
perlengkapan 
operasional 

Me 
nyesuai 

kan 

Pengawalan  

11. Melakukan pemeriksaan 
pendahuluan terhadap objek dan 
benda-benda di sepanjang lokasi 
yang dilalui 

     Surat perintah 
tugas, 
Perda/Perkada, 
kendaraan,  alat 
komunikasi, dan 
perlengkapan 
operasional 

Me 
nyesuai 

kan 

Laporan hasil 
pemeriksaan 

 

12. Mengawasi dan mencermati 
kejadian-kejadian yang 
penting/menonjol selama 
pengawalan berjalan kaki di 
sepanjang lokasi yang dilalui 

     Surat  perintah 
tugas, 
Perda/Perkada, 
alat komunikasi, 
dan perlengkapan 
operasional 

Me 
nyesuai 

kan 

Laporan hasil 
pengawasan 

 

 

 

 



 

 

No 

 

Kegiatan 

Pelaksana Mutu Baku 
 

Ket Kasat 
Pol PP 

Kabid 
Trantib 

Kasie 
OPS 

Petugas 
Pengawalan 

Peng- 
administrasi 

Umum 
Kelengkapan Waktu Output 

13. Melakukan koordinasi dengan/antar 
seluruh unsur pengamanan lain 
selama berlangsung pengawalan 
berjalan kaki 

     Surat perintah 
tugas, 
Perda/Perkada, 
kendaraan,  alat 
komunikasi, dan 
perlengkapan 
operasional 

Me 
nyesuai 

kan 

Informasi dan 
kesepakatan 
pelaksanaan tugas 

 

 PELAPORAN         

14. Melakukan evaluasi pelaksanaan 
kegiatan 

     ATK, komputer 60 menit Hasil evaluasi 
pelaksanaan 
kegiatan 

 

15. Membuat laporan hasil kegiatan 
yang ditandatangani Kasat Pol PP 

     ATK, komputer 120 
menit 

Laporan hasil 
kegiatan yang 
ditandatangani 
Kasat Pol PP 

 

16. Melakukan 
pengarsipan/pendokumentasian 
berkas 

     ATK, komputer 60 menit Arsip  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Nomor SOP  

Tgl Pembuatan  

Tgl Revisi  

Tgl Efektif  

 
PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA 

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 
Jl. Wolter Mongonsidi komplek Perkantoran Bupati Timbau, Tenggarong 

Telp. 6281148002424 
Web: https://satpolpp.kukarkab.go.id/ 

KUTAI KARTANEGARA 

 

 

 

Disahkan oleh 

BUPATI 
KUTAI  KARTANEGARA 

 

BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN 
MASYARAKAT 

Nama SOP 
Pengawalan dengan Kendaraan 
Bermotor 

 

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA 

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah Menjadi Undang-Undang; 

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- 
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong 
Praja; 

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional 
Prosedur Administrasi Pemerintahan; 

6. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  26  Tahun  2020  tentang 
Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta 
Perlindungan Masyarakat; 

1. Memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai 
dasar hukum pelaksanaan dan lingkup tugas Satuan 
Polisi Pamong Praja; 

2. Menguasai, memahami dan memiliki kecakapan 
teknis Satuan Polisi Pamong Praja; 

3. Memiliki kemampuan menyampaikan maksud dan 
tujuan dengan Bahasa Indonesia yang baik dan benar 
serta dapat juga dengan bahasa daerah setempat; 

4. Memahami adat istiadat dan kebiasaan yang berlaku 

di daerah atau wilayah kerjanya. 

 

 

https://satpolpp.kukarkab.go.id/


 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standar 
Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong 
Praja; 

8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 4 Tahun 2024 tentang 
Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan 
Masyarakat; 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 5 Tahun 2013 tentang 
Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat; 

10. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, 
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong 
Praja Kabupaten Kutai Kartanegara. 

 

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN 

1. SOP Patroli 
2. SOP Deteksi Dini; 
3. SOP Cegah Dini; 
4. SOP Pengamanan; 
5. SOP Pengawalan; 
6. SOP Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa 
7. SOP Penertiban. 

1. Komputer dan jaringan internet; 
2. Alat Tulis Kantor; 
3. Perlengkapan Operasional; 
4. Kendaraan; 
5. Perda dan Perkada; 
6. Alat Komunikasi; 
7. Surat Perintah Tugas. 

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN 

Apabila SOP ini tidak dibuat maka akan mengganggu kinerja Anggota Satpol PP 
dalam melaksanakan Tupoksi menjaga Kententraman dan Ketertiban Umum serta 
Perlindungan Masyarakat. 

Laporan kegiatan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

No 

 

Kegiatan 

Pelaksana Mutu Baku 
 

Ket Kasat 
Pol PP 

Kabid 
Trantib 

Kasie 
OPS 

Petugas 
Pengawalan 

Peng- 
administrasi 

Umum 
Kelengkapan Waktu Output 

 PERENCANAAN          

1. Menetapkan sasaran, waktu, dan 
objek serta jumlah yang akan 
dilakukan pengawalan 

     ATK, komputer 60 menit Sasaran, waktu dan 
objek pengamanan 

 

2. Menyiapkan jadwal dan petugas      ATK, komputer 30 menit Jadwal dan personil 
yang bertugas 

 

3. Menetapkan tempat, bentuk, dan 
metode pengawalan 

     ATK, komputer 60 menit Tempat, bentuk dan 
metode 
pengawalan 

 

4. Menyiapkan administrasi 
pelaksanaan kegiatan 

    ATK, komputer 60 menit Berkas dan 
dokumen 
pelaksanaan 
kegiatan  termasuk 
surat perintah tugas 

 

5. Melakukan pemeriksaan semua 
perlengkapan sesuai ketentuan dan 
petunjuk yang diberikan pimpinan 

     Perlengkapan 
operasional 

120 
menit 

Perlengkapan 
operasional telah 
diperiksa 

 

6. Melaksanakan koordinasi dengan 
PD dan/atau instansi terkait serta 
aparat keamanan 

     ATK, alat 
komunikasi, 
komputer 

120 
menit 

Informasi dan 
kesepakatan 

Jika 
diperlukan 

7. Melakukan survei lapangan     Kendaraan 1-3 hari Gambaran situasi di 
lapangan 

 

 PELAKSANAAN          

8. Melaksanakan rapat koordinasi 
internal 

       ATK, komputer 120 
menit 

Informasi dan 
kesepakatan 
pelaksanaan tugas 

 

 

 

 

 



 

 

No 

 

Kegiatan 

Pelaksana Mutu Baku 
 

Ket Kasat 
Pol PP 

Kabid 
Trantib 

Kasie 
OPS 

Petugas 
Pengawalan 

Peng- 
administrasi 

Umum 
Kelengkapan Waktu Output 

9. Mengadakan apel persiapan 
pelaksanaan (APP) sebelum 
pelaksanaan kegiatan 

 

 

    Perlengkapan 
apel persiapan 
pelaksanaan 
(APP) 

60 menit Apel persiapan 
pelaksanaan (APP) 

 

10. Menyiapkan kendaraan bermotor 
pada posisi berjajar di barisan 
belakang 

     Surat perintah 
tugas, 
Perda/Perkada, 
kendaraan,  alat 
komunikasi, dan 
perlengkapan 
operasional 

Me 
nyesuai 

kan 

Pengawalan  

11. Memberikan laporan ke ajudan 
pejabat/VIP bahwa pengawalan 
siap dilaksanakan 

     Surat perintah 
tugas, 
Perda/Perkada, 
kendaraan,  alat 
komunikasi, dan 
perlengkapan 
operasional 

Me 
nyesuai 

kan 

Informasi  

12. Mengatur kendaraan bermotor 
berjajar dengan kendaraan 
bermotor lainnya berangkat menuju 
tujuan 

     Surat perintah 
tugas, 
Perda/Perkada, 
kendaraan,  alat 
komunikasi, dan 
perlengkapan 
operasional 

Me 
nyesuai 

kan 

Posisi kendaraan 
sejajar dengan 
kendaraan lain 

 

 

 

 



 

 

No 

 

Kegiatan 

Pelaksana Mutu Baku 
 

Ket Kasat 
Pol PP 

Kabid 
Trantib 

Kasie 
OPS 

Petugas 
Pengawalan 

Peng- 
administrasi 

Umum 
Kelengkapan Waktu Output 

13. Menyalakan lampu dan sirine (bila 
diperlukan) selama perjalanan 

     Surat perintah 
tugas, 
Perda/Perkada, 
kendaraan,  alat 
komunikasi, dan 
perlengkapan 
operasional 

Me 
nyesuai 

kan 

Lampu dan sirine 
menyala (jika 
diperlukan) 

 

14. Memberikan tanda/isyarat pelan 
sebelum berhenti di tempat tujuan 

     Surat perintah 
tugas, 
Perda/Perkada, 
kendaraan,  alat 
komunikasi, dan 
perlengkapan 
operasional 

Me 
nyesuai 

kan 

Berhenti dengan 
aman 

 

15. Memarkirkan kendaraan bermotor 
di tempat yang aman 

     Surat perintah 
tugas, 
Perda/Perkada, 
kendaraan,  alat 
komunikasi, dan 
perlengkapan 
operasional 

Me 
nyesuai 

kan 

Parkir dengan 
aman 

 

16. Setelah acara selesai, menyiapkan 
kendaraan bermotor untuk kembali 
ke lokasi awal 

     Surat perintah 
tugas, 
Perda/Perkada, 
kendaraan,  alat 
komunikasi, dan 
perlengkapan 
operasional 

Me 
nyesuai 

kan 

Kendaraan siap 
digunakan ke lokasi 
awal 

 

 

 

 



 

 

No 

 

Kegiatan 

Pelaksana Mutu Baku 
 

Ket Kasat 
Pol PP 

Kabid 
Trantib 

Kasie 
OPS 

Petugas 
Pengawalan 

Peng- 
administrasi 

Umum 
Kelengkapan Waktu Output 

17. Memberikan laporan ke ajudan 
pejabat/VIP bahwa pengawalan 
siap dilaksanakan 

     Surat perintah 
tugas, 
Perda/Perkada, 
kendaraan,  alat 
komunikasi, dan 
perlengkapan 
operasional 

Me 
nyesuai 

kan 

Informasi  

18. Memberikan laporan kepada ajudan 
bahwa pengawalan telah selesai 
dilaksanakan 

   Surat perintah 
tugas, 
Perda/Perkada, 
kendaraan,  alat 
komunikasi, dan 
perlengkapan 
operasional 

Me 
nyesuai 

kan 

Informasi  

 PELAPORAN          

19. Melakukan evaluasi pelaksanaan 
kegiatan 

    ATK, komputer 60 menit Hasil evaluasi 
pelaksanaan 
kegiatan 

 

20. Membuat laporan hasil kegiatan 
yang ditandatangani Kasat Pol PP 

     ATK, komputer 120 
menit 

Laporan hasil 
kegiatan yang 
ditandatangani 
Kasat Pol PP 

 

21. Melakukan 
pengarsipan/pendokumentasian 
berkas 

     ATK, komputer 60 menit Arsip  

 

 

 

 

 

 



 

 

Nomor SOP  

Tgl Pembuatan  

Tgl Revisi  

Tgl Efektif  

 
PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA 

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 
Jl. Wolter Mongonsidi komplek Perkantoran Bupati Timbau, Tenggarong 

Telp. 6281148002424 
Web: https://satpolpp.kukarkab.go.id/ 

KUTAI KARTANEGARA 

 

 

 

Disahkan oleh 

BUPATI 
KUTAI  KARTANEGARA 

BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN 
MASYARAKAT Nama SOP Penertiban 

 

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA 

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah Menjadi Undang-Undang; 

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- 
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong 
Praja; 

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional 
Prosedur Administrasi Pemerintahan; 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang 
Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta 
Perlindungan Masyarakat; 

1. Memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai 
dasar hukum pelaksanaan dan lingkup tugas Satuan 
Polisi Pamong Praja; 

2. Menguasai, memahami dan memiliki kecakapan 
teknis Satuan Polisi Pamong Praja; 

3. Memiliki kemampuan menyampaikan maksud dan 
tujuan dengan Bahasa Indonesia yang baik dan benar 
serta dapat juga dengan bahasa daerah setempat; 

4. Memahami adat istiadat dan kebiasaan yang berlaku 
di daerah atau wilayah kerjanya. 

 

 

https://satpolpp.kukarkab.go.id/


 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standar 
Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong 
Praja; 

8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 4 Tahun 2024 tentang 
Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan 
Masyarakat; 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 5 Tahun 2013 tentang 
Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat; 

10. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, 
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong 
Praja Kabupaten Kutai Kartanegara. 

 

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN 

1. SOP Penegakan Perda (Non Yustisi) 
2. SOP Penegakan Perda (Yustisi) 
3. SOP Penegakan Perkada 
4. SOP Patroli; 
5. SOP Deteksi Dini; 
6. SOP Cegah Dini; 
7. SOP Pengamanan; 
8. SOP Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa. 

1. Komputer dan jaringan internet; 
2. Alat Tulis Kantor; 
3. Perlengkapan Operasional; 
4. Kendaraan; 
5. Perda dan Perkada; 
6. Alat Komunikasi; 
7. Surat Perintah Tugas. 

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN 

Apabila SOP ini tidak dibuat maka akan mengganggu kinerja Anggota Satpol PP 
dalam melaksanakan Tupoksi menjaga Kententraman dan Ketertiban Umum serta 
Perlindungan Masyarakat. 

Laporan kegiatan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

No 

 

Kegiatan 

Pelaksana Mutu Baku 
 

Ket Kasat 
Pol PP 

Kabid 
Trantib 

Kasie 
OPS 

Petugas 
Penertiban 

Peng- 
administrasi 

Umum 
Kelengkapan Waktu Output 

 PERENCANAAN          

1. Menetapkan sasaran, waktu, dan 
objek serta jumlahnya yang akan 
dilakukan penertiban 

     ATK, komputer 60 menit Sasaran, waktu dan 
objek penertiban 

 

2. Menyiapkan jadwal dan personil 
yang bertugas 

     ATK, komputer 60 menit Jadwal dan personil 
yang bertugas 

 

3. Menetapkan tempat, bentuk, dan 
metode penertiban 

     ATK, komputer 60 menit Tempat, bentuk dan 
metode penertiban 

 

4. Mempersiapkan rencana operasi 
penertiban 

     ATK, komputer 60 menit Dokumen rencana 
operasi penertiban 

 

5. Mempersiapkan administrasi 
pelaksanaan 

     ATK, komputer 60 menit Berkas dan 
dokumen 
pelaksanaan 
kegiatan  termasuk 
surat perintah tugas 

 

6. Melakukan pemeriksaan semua 
perlengkapan sesuai ketentuan dan 
petunjuk yang diberikan pimpinan 

     Perlengkapan 
operasional 

120 
menit 

Perlengkapan 
operasional telah 
diperiksa 

 

7. Mempersiapkan perlengkapan 
pertolongan  pertama  (P3K)  dan 
kendaraan darurat 

     Perlengkapan 
P3K, kendaraan 
darurat 

120 
menit 

Perlengkapan P3K 
dan kendaraan siap 
digunakan 

 

8. Menyampaikan arahan/briefing 
kepada anggota tentang maksud 
dan tujuan penertiban 

     Alat komunikasi, 
perlengkapan 
operasional 

60 menit Catatan hasil 
briefing 

 

 

 

 



 

 

No 

 

Kegiatan 

Pelaksana Mutu Baku 
 

Ket Kasat 
Pol PP 

Kabid 
Trantib 

Kasie 
OPS 

Petugas 
Penertiban 

Peng- 
administrasi 

Umum 
Kelengkapan Waktu Output 

9. Melaksanakan koordinasi dengan 
PD dan/atau instansi terkait serta 
aparat keamanan 

     ATK, alat 
komunikasi, 
komputer 

120 
menit 

Informasi dan 
kesepakatan 
pelaksanaan 
penertiban 

Jika 
diperlukan 

   

10. Melakukan survei lapangan dalam 
rangka pemantauan situasi dan 
kondisi 

     Surat perintah 
tugas, kendaraan, 
alat komunikasi, 
dan perlengkapan 
operasional 

Me 
nyesuai 

kan 

Laporan hasil survei 
lapangan 

 

11. Melakukan pemberitahuan kepada 
masyarakat, kelompok dan badan 
hukum yang akan ditertibkan 

     Surat  perintah 
tugas, kendaraan, 
alat komunikasi, 
surat 
pemberitahuan 
dan perlengkapan 
operasional 

Me 
nyesuai 

kan 

Surat 
pemberitahuan 
diterima 
masyarakat, 
kelompok dan 
badan hukum 

Kondisional 

 PELAKSANAAN          

12. Melaksanakan rapat koordinasi 
internal 

  
 

  ATK, komputer 120 
menit 

Informasi dan 
kesepakatan 
pelaksanaan tugas 

 
   

  

13. Mengadakan apel persiapan 
pelaksanaan (APP) sebelum 
pelaksanaan kegiatan 

     Perlengkapan 
apel persiapan 
pelaksanaan 
(APP) 

60 menit Apel persiapan 
pelaksanaan (APP) 

 

 

 

 

 

 



 

 

No 

 

Kegiatan 

Pelaksana Mutu Baku 
 

Ket Kasat 
Pol PP 

Kabid 
Trantib 

Kasie 
OPS 

Petugas 
Penertiban 

Peng- 
administrasi 

Umum 
Kelengkapan Waktu Output 

14. Melakukan identifikasi dan 
pemantauan lapangan terhadap 
pelaksanaan seluruh penertiban 
dilakukan untuk mengetahui 
kepatuhan masyarakat, kelompok, 
mapun badan hukum terhadap 
Surat Pernyataan yang telah 
ditandatangani maupun Surat 
Peringatan pertama, Surat 
Peringatan kedua dan Surat 
Peringatan ketiga dengan jangka 
waktu yang ditetapkan berdasarkan 
standar operasional prosedur 
penegakan Perda dan/atau Perkada 
dan dilakukan melalui deteksi dini 
dan cegah dini, pembinaan dan 
penyuluhan serta patroli 
berdasarkan operasional prosedur 
masing-masing. 

     Surat perintah 
tugas, 
Perda/Perkada, 
kendaraan,  alat 
komunikasi, dan 
perlengkapan 
operasional 

Me 
nyesuai 

kan 

Hasil identifikasi 
dan pemantauan 
lapangan serta 
beriat acara 

 

15. Melakukan komunikasi dan 
koordinasi secara teratur dan 
berkesinambungan dengan dinas 
dan/atau instansi terkait terhadap 
pelaksanaan seluruh penertiban 
dilakukan sebelum melaksanakan 
penertiban antara (TNI/Polri), lain 
dengan aparat keamanan 
perangkat daerah dan instansi 
terkait, PPNS, serta kecamatan 
maupun kelurahan/desa. 

     Surat perintah 
tugas, 
Perda/Perkada, 
kendaraan,  alat 
komunikasi, dan 
perlengkapan 
operasional 

Me 
nyesuai 

kan 

Hasil koordinasi  

 

 

 

 



 

 

No 

 

Kegiatan 

Pelaksana Mutu Baku 
 

Ket Kasat 
Pol PP 

Kabid 
Trantib 

Kasie 
OPS 

Petugas 
Penertiban 

Peng- 
administrasi 

Umum 
Kelengkapan Waktu Output 

16. Melaksanakan penertiban: 
a) Membacakan/menyampaik 

an Surat Perintah 
Penertiban. 

b) Melakukan 
penutupan/penyegelan/pen 
yitaan 

c) Apabila ada upaya dari 
masyarakat, kelompok 
maupun    badan 
penolakan/perlawanan 
hukum dilakukan upaya- 
upaya: 
1) Melakukan negoisasi 

dan memberikan 
pemahaman 

2) Dapat menggunakan 
mediator (pihak ketiga) 

3) Apabila  mengalami 
upaya jalan negosiasi 
buntu, dan    maka 
mediasi    petugas 
melakukan 
tindakan/upaya   paksa 
penertiban  (sebagai 
langkah terakhir) 

d) Apabila maupun 
perlawanan menghadapi 
badan masyarakat, hukum 
fisik yang kelompok 
memberikan dan tindakan 
anarkis  maka  langkah 
langkah yang dilakukan 
adalah: 

    

 

 Surat perintah 
tugas, 
Perda/Perkada, 
kendaraan,  alat 
komunikasi, dan 
perlengkapan 
operasional 

Me 
nyesuai 

kan 

Barang bukti 
penertiban dan 
laporan kejadian 

 

 

 



 

 

No 

 

Kegiatan 

Pelaksana Mutu Baku 
 

Ket Kasat 
Pol PP 

Kabid 
Trantib 

Kasie 
OPS 

Petugas 
Penertiban 

Peng- 
administrasi 

Umum 
Kelengkapan Waktu Output 

 1) Menahan diri untuk 
melakukan konsolidasi 
sambil memperhatikan 
perintah lebih lanjut 

2) Mengamankan pihak 
yang memprovokasi 

3) Melakukan tindakan 
bela diri mencegah 
korban ke dua belah 
pihak 

4) Petugas tetap bersikap 
melakukan penertiban 

5) Apabila perlawanan 
dari masyarakat 
mengancam 
keselamatan jiwa 
petugas    serta 
berpotensi 
menimbulkan konflik 
yang lebih   luas 
diadakan  konsolidasi 
secepatnya     dan 
menunggu perintah 
pimpinan lebih lanjut 

6) Komandan  Pasukan 
operasi penertiban, 
sesuai dengan situasi 
dan kondisi di lapangan 
berhak   untuk 
melanjutkan 
menghentikan operasi 
penertiban 

   
 

 

     

 

 



 

 

No 

 

Kegiatan 

Pelaksana Mutu Baku 
 

Ket Kasat 
Pol PP 

Kabid 
Trantib 

Kasie 
OPS 

Petugas 
Penertiban 

Peng- 
administrasi 

Umum 
Kelengkapan Waktu Output 

 7) Melakukan advokasi 
dan bantuan hukum 

8) Mengadakan evaluasi 
terhadap kegiatan yang 
telah dilakukan dan 
rencana  tindak  lebih 
lanjut. 

         

17. Mendata, menyimpan, 
menyerahkan barang bukti hasil 
penertiban di gudang/tempat 
penyimpanan 

   Barang bukti, 
berita acara serah 
terima barang 
dengan gudang, 
foto barang bukti 
yang ditertibkan 

60 menit Berita acara serah 
terima  barang, 
menyimpan  di 
gudang/penyimpan 
an barang sitaan, 
data telah disimpan 
di software 
pelaporan 

 

18. Melakukan koordinasi dengan 
Biro/Bagian Hukum dan PPNS 
untuk menerapkan sanksi 
administratif sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang- 
undangan 

     Laporan kejadian, 
berita acara, dan 
alat komunikasi 

Me 
nyesuai 

kan 

Berita acara  

 



 

 

No 

 

Kegiatan 

Pelaksana Mutu Baku 
 

Ket Kasat 
Pol PP 

Kabid 
Trantib 

Kasie 
OPS 

Petugas 
Penertiban 

Peng- 
administrasi 

Umum 
Kelengkapan Waktu Output 

 PELAPORAN          

19. Melakukan evaluasi pelaksanaan 
kegiatan 

 
 

 

   ATK, komputer 60 menit Hasil evaluasi 
pelaksanaan 
kegiatan 

 

20. Membuat laporan hasil kegiatan 
yang ditandatangani Kasat Pol PP 

     ATK, komputer 120 
menit 

Laporan hasil 
kegiatan yang 
ditandatangani 
Kasat Pol PP 

 

21. Melakukan 
pengarsipan/pendokumentasian 
berkas 

   

 
 

  ATK, komputer 60 menit Arsip  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Nomor SOP  

Tgl Pembuatan  

Tgl Revisi  

Tgl Efektif  

 
PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA 

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 
Jl. Wolter Mongonsidi komplek Perkantoran Bupati Timbau, Tenggarong 

Telp. 6281148002424 
Web: https://satpolpp.kukarkab.go.id/ 

KUTAI KARTANEGARA 

 

 

 

Disahkan oleh 

BUPATI 
KUTAI  KARTANEGARA 

 

 

 

BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN 
MASYARAKAT 

Nama SOP 
Penanganan Unjuk Rasa dan 
Kerusuhan Massa 

 

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA 

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah Menjadi Undang-Undang; 

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- 
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong 
Praja; 

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional 
Prosedur Administrasi Pemerintahan; 

6. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  26  Tahun  2020  tentang 
Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta 
Perlindungan Masyarakat; 

1. Memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai 
dasar hukum pelaksanaan dan lingkup tugas Satuan 
Polisi Pamong Praja; 

2. Menguasai, memahami dan memiliki kecakapan 
teknis Satuan Polisi Pamong Praja; 

3. Memiliki kemampuan menyampaikan maksud dan 
tujuan dengan Bahasa Indonesia yang baik dan benar 
serta dapat juga dengan bahasa daerah setempat; 

4. Memahami adat istiadat dan kebiasaan yang berlaku 

di daerah atau wilayah kerjanya. 

 

 

https://satpolpp.kukarkab.go.id/


 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standar 
Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong 
Praja; 

8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 4 Tahun 2024 tentang 
Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan 
Masyarakat; 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 5 Tahun 2013 tentang 
Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat; 

10. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, 
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong 
Praja Kabupaten Kutai Kartanegara. 

 

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN 

1. SOP Patroli; 
2. SOP Deteksi Dini; 
3. SOP Cegah Dini; 
4. SOP Pengamanan; 
5. SOP Pengawalan. 

1. Komputer dan jaringan internet; 
2. Alat Tulis Kantor; 
3. Perlengkapan Operasional; 
4. Kendaraan; 
5. Perda dan Perkada; 
6. Alat Komunikasi; 
7. Surat Perintah Tugas. 

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN 

Apabila SOP ini tidak dibuat maka akan mengganggu kinerja Anggota Satpol PP 
dalam melaksanakan Tupoksi menjaga Kententraman dan Ketertiban Umum serta 
Perlindungan Masyarakat. 

Laporan kegiatan. 
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 PERENCANAAN          

1. Menetapkan sasaran, waktu, dan 
objek yang akan dilakukan 
penanganan unjuk rasa dan 
kerusuhan massa serta jumlah 
personil  yang  akan  melakukan 
penanganan 

     ATK, komputer 60 menit Sasaran, waktu dan 
objek yang akan 
dilakukan 
penanganan unjuk 
rasa dan kerusuhan 
massa 

 

2. Menetapkan tempat, bentuk, dan 
metode penanganan unjuk rasa dan 
kerusuhan massa 

     ATK, komputer 60 menit Tempat, bentuk dan 
metode 
penanganan  unjuk 
rasa dan kerusuhan 
massa 

 

3. Mempersiapkan administrasi 
pelaksanaan 

    ATK, komputer 60 menit Berkas dan 
dokumen 
pelaksanaan 
kegiatan termasuk 
surat perintah tugas 

 

4. Melaksanakan pemeriksaan 
kendaraan operasional serta 
perlengkapan sesuai ketentuan dan 
petunjuk yang diberikan pimpinan 

     Perlengkapan 
operasional 

120 
menit 

Perlengkapan 
operasional telah 
diperiksa 

 

5. Menyampaikan arahan/briefing 
kepada anggota tentang maksud 
dan tujuan penanganan unjuk rasa 
dan kerusuhan massa 

     Alat komunikasi, 
perlengkapan 
operasional 

120 
menit 

Catatan hasil 
briefing 

 

6. Melaksanakan koordinasi dengan 
PD dan/atau instansi terkait serta 
aparat keamanan 

     ATK, alat 
komunikasi, 
komputer 

120 
menit 

Informasi dan 
kesepakatan 
pelaksanaan 
kegiatan 
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7. Melakukan identifikasi dan 
pemantauan lapangan 

     Surat perintah 
tugas, 
kendaraan, alat 
komunikasi, dan 
perlengkapan 
operasional 

60 menit Laporan hasil survei 
lapangan 

 

 PELAKSANAAN         

8. Mempersiapkan personil sesuai 
dengan rasio massa unjuk rasa 

    Personil Satpol 
PP 

60 menit Data personil yang 
bertugas 

 

9. Melaksanakan rapat koordinasi 
internal 

  
 

  ATK, komputer 120 
menit 

Informasi dan 
kesepakatan 
pelaksanaan tugas 

 
   

  

10. Mengadakan apel persiapan 
pelaksanaan (APP) sebelum 
pelaksanaan kegiatan 

     Perlengkapan 
apel persiapan 
pelaksanaan 
(APP) 

60 menit Apel persiapan 
pelaksanaan (APP) 

 

11. Melaksanakan pengamanan aset 
daerah yang dilalui pengunjuk rasa 

     Surat perintah 
tugas, 
Perda/Perkada, 
kendaraan, alat 
komunikasi, dan 
perlengkapan 
operasional 

Me 
nyesuai 

kan 

Aset daerah aman 
dan kondusif 

Selama proses 
penanganan 

unjuk   rasa 
berlangsung, 
anggota Satpol 

PP berada pada 
barisan   kedua 
atau belakang 

dari  aparat 
keamanan 
(TNI/Pohi) 
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12. Melaksanakan pengamanan untuk 
mengantisipasi potensi tindakan 
anarki oleh pengunjuk rasa 

     Surat perintah 
tugas, 
Perda/Perkada, 
kendaraan, alat 
komunikasi, dan 
perlengkapan 
operasional 

Me 
nyesuai 

kan 

Unjuk rasa berjalan 
dengan aman dan 
kondusif 

 

13. Membantu aparat keamanan 
memisahkan pengunjuk rasa 
dengan massa penonton 
(masyarakat umum) 

     Surat perintah 
tugas, 
Perda/Perkada, 
kendaraan, alat 
komunikasi, dan 
perlengkapan 
operasional 

Me 
nyesuai 

kan 

Unjuk rasa berjalan 
dengan aman dan 
kondusif 

 

14. Membantu aparat keamanan dalam 
penanganan unjuk rasa dan 
melakukan tindakan sesuai hasil 
koordinasi dengan pihak keamanan 

     Surat perintah 
tugas, 
Perda/Perkada, 
kendaraan, alat 
komunikasi, dan 
perlengkapan 
operasional 

Me 
nyesuai 

kan 

Unjuk rasa berjalan 
dengan aman dan 
kondusif 

 

15. Melakukan negosiasi dengan cara 
simpatik, berwibawa dan tanpa 
pemaksaan 

     Surat perintah 
tugas, 
Perda/Perkada, 
kendaraan, alat 
komunikasi, dan 
perlengkapan 
operasional 

Me 
nyesuai 

kan 

Kesepakatan 
bersama (Hasil 
negosiasi) 
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16. Menindaklanjuti hasil negosiasi aksi 
unjuk rasa 

     Surat perintah 
tugas, 
Perda/Perkada, 
kendaraan, alat 
komunikasi, dan 
perlengkapan 
operasional 

Me 
nyesuai 

kan 

Kesepakatan 
bersama (Hasil 
negosiasi) 

 

17. Melaksanakan pengamanan 
bersama aparat keamanan upaya 
penyelesaian aksi unjuk rasa 

     Surat perintah 
tugas, 
Perda/Perkada, 
kendaraan, alat 
komunikasi, dan 
perlengkapan 
operasional 

Me 
nyesuai 

kan 

Unjuk rasa selesai 
dengan aman dan 
kondusif 

Tidak melakukan 
tindakan diluar 

kendali pimpinan 
lapangan. 

18. Jika terjadi krusuhan massa 
dilakukan langkah-langkah sebagai 
berikut: 
a) Melakukan komunikasi dan 

koordinasi dengan perangkat 
daerah dan/ a tau instansi 
terkait serta aparat keamanan 
terhadap pelaksanaan 
penanganan kerusuhan 
massa; 

b) Menyiapkan bantuan personil 
anggota Satpol PP sesuai 
dengan rasio jumlah massa 
yang melakukan kerusuhan 
massa; 

c) Mengamankan aset daerah; 
d) Satpol PP sifatnya membantu 

aparat keamanan dalam 
penanganan kerusuhan dan 
melakukan tindakan 
berdasarkan hasil koordinasi 

     Surat perintah 
tugas, 
Perda/Perkada, 
kendaraan, alat 
komunikasi, dan 
perlengkapan 
operasional 

Me 
nyesuai 

kan 

Unjuk rasa selesai 
dengan aman dan 
kondusif 
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 massa dengan pihak 
keamanan; 

e) Selama proses penanganan 
kerusuhan massa 
berlangsung, anggota Satpol 
PP berada pada barisan kedua 
atau keamanan (TNI/Polri); 
dan 

f) Tidak melakukan tindakan 
diluar kendali pimpinan 
lapangan. 

         

 PELAPORAN          

19. Melakukan evaluasi pelaksanaan 
kegiatan 

     ATK, komputer 60 menit Hasil evaluasi 
pelaksanaan 
kegiatan 

 

20. Membuat laporan hasil kegiatan 
yang ditandatangani Kasat Pol PP 

     ATK, komputer 120 
menit 

Laporan hasil 
kegiatan yang 
ditandatangani 
Kasat Pol PP 

 

21. Melakukan 
pengarsipan/pendokumentasian 
berkas 

   

 

  ATK, komputer 60 menit Arsip  



 


